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ABSTRAK

Sewa- menyewa Kos sudah sangat lazim dilakukan di kalangan masyarakat.
Ini merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan dan menjanjikan,
karena jumlah permintaan rumah kos semakin meningkat dan memberikan
penghasilan rutin jangka panjang. Namun dalam pelaksanaanya terkadang tidak
sesuai dengan ketentuan perjanjian kontrak yang telah disepakati, tidak jarang
para pemilik kos meminta perpanjangan uang sewa sebelum jatuh tempo terhadap
penyewa, seperti yang terjadi di Kosan Graha Putri Nagoya di kecamatan
Sukarame Bandar Lampung. Pemilik rumah kos Graha Putri Nagoya meminta
perpanjangan uang sewa terlalu dini, tanpa ada perjanjian sebelumnya dengan
alasan, antara lain: bisnis sewa - menyewa ini merupakan satu satunya sumber
pendapatan bagi pemilik kos dan persaingan dari bisnis ini semakin kompleks.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik sistem
pembayaran perpanjangan uang sewa kos graha putri nagoya kecamatan sukarame
bandar lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran
perpanjangan uang sewa kos graha putri nagoya kecamatan sukarame bandar
lampung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji praktik perjanjian
perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di Rumah Kos Graha Putri Nagoya
Kec. Sukarame Bandar Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam
terhadap perjanjian perpanjangan sewa kos sebelum Jatuhytempo di Rumah Kos
Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar Lampung. g%

ini merupakan penelltlan lap field research),
k ln dengan data k aan. Penelitian
h

n*data Iapanga
perpanjangan s ebelum Jatuh tempo. Sumb
data primer dan data s r. \T\ekny/pg ulan data melalui wawancara
(interview), observasi . Dalam pengolahan datanya
dilakukan melalui, editing, klasifikasi |nterpresta5| S|stemat|ng

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sistem
pembayaran perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di Rumah Kos Graha
Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar Lampung ialah pada perjanjian awal tidak
menyebutkan jumlah besaran persentase yang harus dibayar dan waktu
pengosongan kos, namun dalam praktiknya bagi penyewa yang ingin
memperpanjang sewa kos diwajibkan membayar uang muka sebesar 30% dari
harga pokok dan bagi mereka yang tidak memperpanjang sewa kos diharuskan
mengosongkan kamar kos tersebut dua bulan sebelum jatuh tempo. Ketentuan
yang diterapkan oleh pemilik kos graha putri nagoya tersebut belum sesuai
menurut hukum Islam khususnya pada akad perjanjiannya dimana ketentuan
tentang jumlah persentase dan waktu pengosongan kamar kos yang tidak
disebutkan diawal perjanjian Tinjauan hukum Islam tentang sistem perpanjangan
sewa-menyewa kos Graha Putri Nagoya adalah menyalahi hukum Islam
mengingat syarat akadnya tidak dipenuhi sebagai syarat akad dalam hukum Islam
maka hukumnya tidak boleh.

tang perjanjian
ng digunakan adalah
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Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Amat berat siksa-Nya.”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam mengerjakan skripsi
sebelum dijelaskan secara rinci tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Perjanjian Sepihak tentang Perpanjangan Sewa Kos Sebelum Jatuh Tempo (studi
kasus di rumah kos Graha Putri Nagoya kecamatan Sukarame, Bandar Lampung),
maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat
beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skipsi ini, istilah-istilah yang
perlu dijelaskan itu antara Iain:___

1. Tinjauang, adalah “hasil meninjau’; Jpandangan; pendapat (sesudah
=k e v p Y i f--—""'" L

[ e o ..|

. ajarj dan seba ainya)___.-" _
I . -“‘ Sy V. ..’ ] ,\-”"‘.j_:,/
m,amer Lﬁ'ﬂ! &hbf Figh,adalah

angkat ketentuan

._--' Erres.
berlandaskan w \

h rasul tentang tingkah laku
manusia mukallaf yang diakai:‘ldan diyakini masyarakat untuk semua hal
bagi beragama Islam.?

3. Perjanjian, adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan

dibidang harta kekayaan.®

'Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), h. 1470.

2Amir Syarifuddin, Ushul Figh (Jakarta: PT. Logos Wacana llmu, 1997), Cet-1, h. 5.

*Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Adiya Bakti,
2014) , cet. V, h. 290.



Sepihak, adalah satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak.* Pengertian
perjanjian sepihak adalah persetujuan dengan mana dilakukan secara
sepihak untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang
harta kekayaan.

4. Sewa-menyewa, adalah perjanjian dimana pihak yang menyewakan
mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan
atas suatu benda selama wakti tertentu dengan pembayaran harga sewa
tertentu.®

5. Kos atau kata lainnya adalah Indekos® yakni, tinggal dirumah orang lain
dengan atau tanpa makan (dengan membayar setlap bulan).’

6. Jatuh tempo, batas waktu pembayaran atau penerjmaan sesuatu dengan

GI |tetapkan

Berdasa peﬁgé'rtlan u& l! A

judul skripsi ini bisa W@@ngkwaﬂ hukum Islam pada

sistem perjanjian sepihak tentang pefpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di

rumah kos Graha Putri Nagoya Sukarame Bandar Lampung.
B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan objektif
a. Sewa-menyewa merupakan kegiatan bisnis yang banyak diminati
masyarakat karena bisnis ini salah satu bisnis dengan pendapatan

jangka panjang, selain sebagai bisnis yang sangat menjajikan bagi

* Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 1071
® Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 345

® Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h.736

" 1bid., h. 531

¥ Ibid., h.570



penyewa, sewa-menyewa rumah kos juga sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama bagi para
mahasiswa perantauan yang membutuhkan tempat tinggal sementara.

b. Dalam penerapan sistem pengupahan atau pembayaran sewa sangat
beragam dalam masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing  pemilik  objek sewa. Penerapannya terkadang
mengesampingkan hak dari penyewa sehingga tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban.

2. Alasan subjektif
a. Berlandaskan dimensi yang dikaji tentang sistem perjanjian

perpanjangan sewa kos Graha Putrl Nagoya, maka sangat
I |

ungklnkan unigk diteliti
i |hat‘dar4 segl uI sknpSI ini

ilmu yang

i dengan disiplin

UIN Raden Intan Lamer;g :
C. Latar Belakang
Sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi antara dua pihak yang
berakad guna meringankan salah satu pihak atau meringankan keduanya.
Tindakan atau transaksi ini telah jelas dalam islam, adapun dasar disyariatkannya

telah dijelaskan didalam Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan firman Allah Swit:

° QS. At-Talaq (65) ayat 6



Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka (At-
Thalaqg:6)*
Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash,

dengan teks Abu Daud, ia berkata:

st BLES Al (Ll daze G @JS\ R AR BN L;JQ
wafas 1y Cady g S8 o ngg;f@mjguwsd&ﬁus

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang
tumbuh pada parit dan_tempat yang teraliri air; maka Rasulullah
melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami

menyewakan tanah |tu dengan emas atau perak (uang) "2

adalah mu Jjir

Rukun o[an syarat sewa menyewa dalam Islamsalah éatun

menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu jir dan musta jir adalah baligh, berakal,

cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah

Swit berfiman;

/)‘"

:))}KS UT/ JMD@(’Q}A‘ ‘A&LYBM‘; qu\“ L@.ﬁl_:
T{

z 2 P21 A } w P . Pl w
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1% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Raja Publishing, 2011),
h. 559.

* Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 271.

12 Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, Shahih
Sunan An-Nasa i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)

3 QS. An-Nisa’(4) ayat 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”**

Prinsip ini memuat ketentuan bahwa muamlah dilakukan atas dasar suka
rela tanpa mengandung unsur paksaan, bermuamalah dilakukan atas dasar
pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu syarat yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa adalah sighat yakni
ijab gabul antara mu’jir dan musta’jir yang didalamnya terdapat ketetapan-
ketetpan yang telah disepakati antara pemilik sewa dan penyewa, antara lain
ketentuan yang harus disepati dalam sewa-menyewa adalah batas waktu tetentu

dan imbalan tertentu

Perjanjlan sewa-menyewa banyak dlgunakan dalaml masyarakat, dewasa

ini diketa gajjdhi nge. __', tiknya seperti,

sewa kendaraan ”'kor*"ﬁewa rumah, da sew 7 a kamera dan masih

——‘,‘_‘\\ \
banyak lagi. Sewa- memm pilihan masyarakat sebagai

bisnis sampingan ,ini merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan

dan menjanjikan, karena jumlah permintaan rumah kos semakin meningkat dan
memberikan penghasilan rutin jangka panjang.

Pelaksanaan perjanjian ini terkadang tidak sesuai dengan ketentuan akad
yang disepakati, tidak jarang para pemilik kos meminta perpanjangan uang sewa
sebelum jatuh tempo terhadap penyewa, seperti yang terjadi di Kos Graha Putri
Nagoya kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Pemilik rumah tersebut meminta

perpanjangan uang sewa terlalu dini dengan dengan besaran uang perpanjangan

 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 83



30% tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Perjanjian awal yang telah disepakati
masa sewa kos tersebut adalah satu tahun, artinya penyewa boleh menempati
rumah kos tersebut selama satu tahun setelah membayar upah sewa, akan tetapi
dalam pelaksanaannya berbeda. Realitasnya dua bulan sebelum masa sewa
berakhir penyewa sudah harus membayar perpanjangan uang sewa sebesar 30%
dari harga pokok jika para penyewa ingin memperpanjang masa sewa, tetapi jika
mereka ingin membatalkan perpanjangan sewa maka para penyewa sudah harus
menyerahkan kembali kamar kos kepada pemiliknya pada bulan tersebut,
sehingga hak pakai penyewa terhadap rumah kos tersebut tidak terpenuhi secara
menyeluruh.

Berdasa[_.kqn Iatar bélakahg-- 'dal'am 'Ura-ian pafagraf-..,_sebelumnya menurut
e |

penulis
berkenaan :
karena itu penulis merw k Wjut dalam bentuk penelitian
dilapangan yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian sepihak
tentang perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan

merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam
penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran perpanjangan uang sewa kos Graha Putri

Nagoya kecamatan Sukarame Bandar Lampung?



2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran
perpanjangan uang sewa kos Graha Putri Nagoya kecamatan Sukarame

Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan pembayaran perpanjangan sewa kos sebelum jatuh
tempo di rumah kos Graha Putri Nagoya kecamatan Sukarame Bandar

Lampung.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran

perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di rumah kos Graha Putri

memperkaya pemahamanilmu pengetahuan untuk penulis serta

memberikan penafsiran terhadap masyarakat mengenai ilmu
pengetahuan khususnya dalam praktik sewa-menyewa terutama
mengenai perjanjian sewa-menyewa berdasarkan hukum Islam.

b. Secara praktis penelitian ini bertujuan sebagai suatu syarat tugas akhir
untuk mendapat gelar S.H pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan

Lampung.



F. Metode Penelitian
Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang
perjanjian sepihak terhadap perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di rumah
kos Graha Putri Nagoya kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong model penelitian lapangan (field research)
yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk mengimpun data® dari lokasi
atau lapangan. Penelitian ini juga memakai penelitian kepustakaan (library
research), yakni pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan

literatur (kepustakaan) balk berupa buku catatan \maupun laporan hasil

l

i n. darl penelltlan iang te ali ada.® |

Peneltlan

Penelitian m des kni suatu penelitian yang
bermaksud untuk menjelask‘anwsetelltl mungkin sesuatu yang menjadi
objek, gejala atau kelompok tertentu.*” Pada penelitian ini akan di jelaskan
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian sewa-menyewa

sebelum jatuh tempo.

> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cetakan ketujuh (Bandung :
CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

16Susidi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

Moh. Nazir, Metode Peneltian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.



2.

3. Populasi

Data dan Sumber Data
Penelitian ini fokus atas permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap
perjanjian sewa-menyewa sebelum jatuh tempo. Oleh sebab itu, sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :
a. Data Primer
Sumber data primer yakni data yang didapat langsung dari responden
atau objek yang diteliti.®* Sumber data pokok yakni sebanyak responden
yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik kos Graha Putri
Nagoya dan para penyewa kos Graha Putri Nagoya.
b. Data Sekunder

Sumber-’-\.dataé se'k'undér “yéj_tu__', data Iyéhg diberoleh melalui pihak lain,

[.

Populasi yaitu keselurlj.\hén dari obyek pengamatan atau obyek
penelitian.”® Adapun populasi dalam penelitian ini adalah :
a. Pemilik kos Graha Putri Nagoya yang terdiri dari 2 (dua) orang yakni,
bapak dan ibu kos.
b. Penyewa kos Graha Putri Nagoya yang telah melaksanakan transaksi

perpanjangan sewa kos berjumlah 12 orang dari 24 orang penyewa.

h. 57.

8 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

®Burhan Ashofha, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Rineka Cipta,2013), h.79.
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Jadi total populasi dari objek penelitian ini 14 orang yang terdiri dari

2 (dua) orang pemilik kos dan 12 orang penyewa kos Graha Putri

Nagoya.

Menurut Suharsimi arikunto bahwa sample adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti. Sehubungan dengan jumlah populasi yang
kurang dari 100 maka seluruh populasi dijadikan sebagai objek penelitian.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan minimnya populasi penelitian
serta agar dalam penelitian ini dapat secara tepat mengenai sasaran
permasalahan pada penelitian yang ada. Oleh karena itu, didalam
penelitian ini tidak menggunakan sampel karena seluruh populasi

digunakan sebagal objek penelltlan Adapun ‘alasan seluruh populasi
\ ,I

enurut penulls eng an seluruh populas; d '
' enults felltl

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk

njawab secara

memperoleh data yang diperlukan.?® Pengumpulan data pada penelitian ini

menggunakan beberapa metode, yakni :

a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu
wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu

pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut

20 Syharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Il
Cet. Ke-4 (Jakatra: Rineka Cipta, 2006), h. 175
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informan atau responden.? Wawancara dilakukan dengan pemilik objek
sewa dan penyewa rumah kos Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Badar
Lampung.

b. Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.?
Dalam hal ini adalah masalah pelaksanaan perjanjian sepihak tentang
perpanjangan sewa kos Graha Putri Nagoya Kec. Sukarame Bandar
Lampung.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa
catatan, transklp, buku surat kabar agenda dan sebagainya.? Metode ini

merupakan suatau cara untuk mendapatkan datasdata dengan mendata
p
' |

=1

g a di tempat atau objek an" g diteliti.
Ana_; Da

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur,

mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar
memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan
masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan

dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

2! Burhan Ashofa, Op.Cit. h. 95.
22 Sutrisno Hadi, Metode Research jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.
Zlbid., h. 188.
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Penulis menggunakan tahapan-tahapan dibawah ini untuk mengolah data-

data yang telah dikumpulkan, yaitu:

1) Editing atau pemeriksaan yakni memperbaiki apakah data yang
terimpun telah cukup lengkap, telah benar atau sesuai atau relevan
dengan masalah.

2) Kilasifikasi adalah pengklasifikasian data-data sesuai dengan jenis dan
klasifikasinya sesudah dilakukan pemeriksaan.

3) Interprestasi yaitu memberikan pemahaman atas hasil guna
menganalisis dan menarik kesimpulan.

4) Slstematlng yaknl melaksanakan pemerlksaan atas data-data dan

bahan- bahan yang sudah dlperoleh dengan caraj sistematis, terarah dan
[ ,I

'rutan sesual d nian pen Kngan data

Analiéls Data

"“'*x.

Data yang tel
tersebut bisa diuraikan secara kaalltatlf, yakni suatu metode penelitian yang
membentuk data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang
yang berperilaku yang bisa dipahami.*Setelah itu dianalisis memakai cara
berfikir induktif, yakni cara yang mempelajari suatu gejala yang khusus

untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih

?Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Research (Bandung: Sosial Mandar Maju,
1999) , h. 86.

»Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 1989) ,
h. 16.

%®exy L Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosda Karya,
2001), h. 3.
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umum mengenai fenomena yang diselidiki.”” Metode ini digunakan dalam
membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang
pembayaran uang sewa kos sebelum jatuh tempo. Hasil analisanya
dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika

pembahasan dalam penelitian ini.

?’Sutrisno Hadi, Metode Research, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas
Psikologi UGM 1981), h. 36.
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BAB I1
LANDASAN TEORI
A. Sewa-Menyewa dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam bahasa inggris sewa-menyewa disebut hire agreement. Sewa-
menyewa dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara
pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh
kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu.

Sewa menyewa merupakan-salah satu perjanjian timbal balik. Menuru

Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berati perjanjlan pemakaian sesuatu

dengan membayar uang sewa g Akan tetapl secara khusus sewa-menyewa

pembayaran harga sewa tertentu®.
2. Unsur Sewa-Menyewa

Berdasarkan rumusan Pasal 1548 KUHPdt dapat diidentifikasikan empat
unsur utama sewa-menyewa, yaitu subjek sewa-menyewa, perbuatan sewa-
menyewa, objek sewa-menyewa, dan jangka waktu sewa-menyewa. Berikut

adalah uraian dari keempat unsur tersebut , yakni:

%8 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit. h. 1296.
2 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. h. 345.
*0Subekti & Tjitrosudibio, Op.Cit. h. 381.
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a. Subjek Sewa-Menyewa, istilah sewa-menyewa menyatakan bahwa
terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu. Pihak pertama
“yang menyewakan”, yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa
dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihk yang membutuhkan atas
suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar-menawar (offer
and acceptance). Pihak pertama disebut pihak yang menyewakan pihak
kedua disebut pihak penyewa. Dalam hubungan ini pihak yang
menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen (profit
oriented), sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi,
konsumen, badan hukum yang menikati benda

Perbuatan, Sewa Menyewa perbuatan sewa menyewa melingkupi lima

[ /.

y A=

\tu‘ '
tUJuaFL adalah@m! mng menyata ercapainya kata
sepakat an%ﬂ

benda sewaan, uang sewa, waktu sewa, dan persyaratan sewa-

dan pihak penyewa mengenai

menyewa.

2) Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda
sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk
dinikmati.

3) Pembayaran uang sewa, adalah perbuatan memberikan sejumlah uang
dari pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi satas benda

yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa. *

31 Abdul Kadir Muhammad , Op.Cit. h. 346.
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4) Waktu sewa adalah ukuran lamanya sewa-menyewa berlangsung.

5) Persyaratan sewa-menyewa adalah Kketentuan yang disepakati
besrama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan
memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

. Objek Sewa-Menyewa, objek sewa-menyewa adalah benda dan sewa.

Benda yang menjadi objek sewa menyewa adalah harta kekayaan yang

berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak

berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu
memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan . dengan
demikian, benda yang disewakan itu statusnya jelas dan sah menurut

hukum. leetahU| jelas oleh calon penyewa _atas dari pihak yang
I |

akan dan dlduk g oleh ?‘ata buktl yang s'
boleh juga d|
atau jasa. Harga

w»_ ] ;‘\/Wm bentuk carter (borongan).

Bentuk carter sering digunakan dalam kegiatan pengangkutan benda atau

ga sewa selalu

an berupa benda

penumpang dan juga sering digunakanmenirut waktu atau menurut
perjalanan.

. Jangka Waktu Sewa-Menyewa, jangka waktu sewa dalam Pasal 1548
KUHPdt dinyatakan dengan “waktu tertentu”. Dalam praktik sewa
menyewa, “waktu tertentu” diartikan dengan jangka waktu yang dihitung
berdasarkan kebiasaan, misalnya, jumlah jam, hari, minggu, bulan dan

tahun.* Jangka waktu tersebut bisa juga digunakan dalam bentuk carter,

%2 1bid. h. 346-347.
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baik carter berdasarkan waktu maupun carter berdasarkan perjalanan.
Waktu tertentu ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan
lamanya sewa-menyewa berlangsung, jumlah uang sewa saat pembayaran
uang sewa, dan berakhirnya waktu sewa. Menurut ketentuan Pasal 1579
KUHPdt, pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa-
menyewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri benda yang
disewakan, kecuali telah diperjanjian sebaliknya. Pasal ini ditunjukan dan
hanya dapat diberlakukan pada sewa-menyewa dengan waktu tertentu.
Akan tetapi, apabila pihak yang menyewakan benda itu tidak menentukan
jangka waktu sewa, dia_ berhak menghentik_gn sewa-menyewa setiap saat

dengan gmeng'i'ndah'kah" v‘vaktu'-yahgl fdiperld'kan Auntuk - pemberitahuan
I |

tlan seWa menyewa menur, tkeblasaan sgtef
unt engétéhm Jan&

beberapa cara y

1) Kepastian jangka waktu yla.rl1.g ditetapkan dalam perjanjian.

2) Tarif sewa untuk setiap unit waktu.

3) Penafsiran pasal-pasal tertentu dalam peraturan sewa-menyewa.

. Hubungan Kewajiban dan Hak, hubungan kewajiban dan hak adalah
keterikatan pihak yang menyewakan untuk menyerahkan penguasaan
benda guna dinikmati dan memperoleh sewa serta keterikatan penyewa
untuk membayar sewa dan memperoleh kenikmatan atas benda yang

disewa.*

% Ibid. h. 348-349.
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3. Sewa-Menyewa Tertulis dan Tidak Tertulis
Perjajian sewa-menyewa dapat dibuat secara tertulis dan dapat pula secara
tidak tertulis, yaitu:

a. Secara tertulis, menurut ketentuan Pasal 1570 KUHPdt, apabila sewa-
menyewa dibuat secara tertulis, sewa-menyewa itu berakhir demi hukum
jika waktu sewa yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan
pemberitahuan untuk itu.

b. Secara tidak tertulis, menurut ketentuan Pasal 1571 KUHPdt, apabila
perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tidak tertulis, sewa-menyewa itu
tidak berakhir pada Waktu yang dltentukan tetapi apabila pihak yang
menyewakan hendak menghentlkan sewa—.menyewa, dengan

[ =
ahkan'tengga waktu ‘ng dlharus}(an

rut kebiasaan

4. Kewajiban Para Pi e

a. Kewajiban Pihak Penyewa
Didalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa harus menepati dua
kewajiban utama, yaitu:
1) Pemakaian Benda Sewaan dengan baik
Kewajiban pertama pihak penyewa adalah memakai benda sewaan.
Untuk memakai benda yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan
pada benda itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu

perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipesangkakan berhubung

% Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. 384.
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dengan keadaan. Apabila pihak penyewa memakai benda yang disewa
untuk keperluan lain dari yang menjadi tujuannya atau untuk keperluan
sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang
menyewakan, menurut keadaan, pihak yang menyewakan dapat
menuntut pembatalan sewa menyewa (Pasal 1561 KUHPdt) . Pihak
penyewa bertanggung jawab atas segala kerurasakan yang terjadi pada
benda yang disewa selama waktu sewa, kecuali apabila pihak penyewa
dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahan (Pasal
1564 KUHPdt).

2) Untuk membayar h_a_lrga sewa pac_]_a waktu yang telah ditentukan.

Perjanjian"' seWé-m'é'nye'Wa- te-rtu'lﬂis -'disepdkati _dan ditentukan jumlah

uang sewa belum dapat

dipastikan dibayar oleh bényewa.35Menurut ketentuan Pasal 1569
KUHPdt, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah uang sewa dalam
sewa-menyewa tidak tertulis yang sudah berjalan tidak ada tanda
pembayaran, pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya,
kecuali jika penyewa memilih supaya jumlah sewa ditaksir oleh orang

yang ahli.

% Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. h. 358-361.
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3) Pengembalian Benda Sewaan.

Kewajiban ini muncul setelah perjanjian sewa-menyewa berakhir.
Jika pihak penyewa menerima benda sewaan dalam keadaan baik,
pengembaliannya pun dalam keadaan baik, setidak-tidaknya sesuai
dengan isi kesepakatan. Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak
yang menyewa telah dibuat suatu pratelan tentang barang yang
disewakan, maka pihak yang belakang ini diwajibkan mengembalikan
barangnya dalam keadaan dimana barang itu diterimanya menurut
pretelan tersebut. Dengan kekecuali apa yang telah musnah atau
berkurang hartanya sebagai akibat dari tuanya barang atau dari kejadian-

kejadian yang tldak dlsengaja dlhlndarkan

[ :
'ngan Mengulan ewakan
ajlbf-iFL |n| dak !r&an gi__j;:@uiif—'fti'da

perjanjian sew.

ntumkan dalam

Wa _\ ipenuhi oleh pihak penyewa.

Jika dalam perjanjian tidak ada izin mengulangsewakan sewaan kepada
pihak lain, berlakulah ketentuan Pasal 1559 KUHPdt.* Menurut
ketentuan pasal ini, penyewa tidak boleh mengulangsewakan atau
mengalih sewakan benda sewaan kepada orang lain, dengan ancaman
pembatalan sewa-menyewa dan pembayaran ganti kerugian, sedangkan
pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu tidak wajib menaati

perjanjian ulang sewa itu.

% Subekti & Tjitrosudibio, Op.Cit. h. 383.
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Pasal 1559 KUHPdt terdapat dua perbuatan yang tidak dibolehkan
yaitu mengulangsewa benda sewaan dan mengalihsewakan benda
sewaan. Antara kedua perbuatan ini terdapat perbedaan status penyewa,
yaitu:

a) Mengulangsewakan

Pada mengulangsewakan, pihak penyewa menyewakan benda
sewaan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, pihak penyewa
bertindak sebagai pihak yang menyewa dalam perjanjian ulang sewa,
sedangkan dalam perjanjian. sewa-menyewa, dia berstatus sebagai
pihak penyewa.

) Mengalifgeakan "

[ Gt . . o jl ;e
Pada “mengalihsewakan”, pihak /penyewa
'\\"\..T\.I\i\ % ._ \ A ) , : y .”,_;""J/::’..

digantikan oleh pihak ke'ﬁ.iga.37

- ____6:..1'. '-._II
' |

alihkan sewa-

, pihak penyewa

a sebagai pihak penyewa

Perjanjian sewa-menyewa rumah yang ditempati sendiri oleh pihak
penyewa atas tanggung jawab sendiri pihak penyewa dapat menyewakan
sebagian dari rumah itu kepada pihak lain jika dalam perjanjian tidak ada
larangan untuk itu kepada pihak lain jika dalam perjanjian tidak ada
larangan untuk itu (Pasal 1559 ayat (2) KUHPdt).*® Jadi pihak penyewa

boleh menyewakan sebagian kepada pihak lain, tetapi pihak penyea

37 Abdulkadir muhammad, Op.Cit. h. 362-364.
%8 Subekti & Tjitrosudibio, Op.Cit.
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bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul pada rumah
sewaan itu karena penyewanyaannya kepada pihak ketiga itu.

Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan
tak perlu adanya suatu janji untuk itu:

1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

Hal yang diserahkan itu hanya penguasaan benda (benzit), bukan hak
milik. Penyerahan benda sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan
kepada pihak penyewa. Menurut ketentuan Pasal 1551 KUHPdLt, pihak
yang menyewakan Wajlb menyerahkan benda sewaan dalam keadaan
terpellhara dengan balk Selam ltu selama Waktu sewa-menyewa, pihak
nyewakan juga, wajib Iakukan per'
Waah,\kecuall &gan yang' ;dl/be

penyewa. Mem%%\.l%g

an kepada pihak

baikan ringan yang dimaksud

antara lain, perbaikan Iemarlj\.tl]tupan jendela, kunci dalam, kaca jendela,
dan semacam itu menurut kebiasaan setempat.
2) Pemeliharaan Benda Sewaan

Menurut ketentuan Pasal 1550 butir (2) KUHPdt, pihak yang
menyewakan wajib memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa,
hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. *
Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Pasal 1551 ayat (2) KUHPdt

menentukan, selama berlakunyasewa-menyewa pihak yang menyewakan

% bid. h. 353-355.
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wajib menyuruh melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu terhadap
benda sewaan, kecuali perbaikan kecil yang menjadi kewajiban sewa-
menyewa. Pemeliharaan ini berlangsung sejak diadakan sewa-menyewa
sampai berakhirnya sewa-menyewa tersebut. Tujuan utama pemeliharaan
ini adalah keselamatan keamana, dan kenikmatan penyewaan.
Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang
disewakan selama belangsungnya sewa.

Dalam pemeliharaan benda sewaan diperlukan perbaikan-perbaikan,
sifat perbaikan itu tidak boleh sampai menganggu kenikmatan penyewa.
Menurut Pasal 1555 ayat (1) KUHPdt jika benda sewaan terpaksa
diperbaiki tanpa menunggu sampal berakhlrnya Sewa-menyewa, penyewa

| ]
enerlma perbalki; tersebut mesklpun nen an dan selma

|tu dtlakuka
itu. Jika perbaik \lang\su_ ' j empat puluh hari harga sewa
harus dikurangi menurut pert?ﬁwbangan waktu dan bagian dari benda sewa
harus dikurangi menurut pertimbangan waktu dan bagian dari benda
sewan yang tidak dapat ditempati oleh penyewa (Pasal 1555 ayat (2)
KUHPdt). Selama sewa-menyewa berlangsung pihak yang menyewakan

tidak diperkenankan mengubah bentuk atau tata letak benda sewaan (Pasal

1554 KUHPdt).”

0 Ibid. h. 355.
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5. Risiko dalam Sewa-Menyewa

a.

Keadaan memaksa dan risiko

Perjanjian sewa-menyewa dapat terjadi bahwa benda objek sewa-
menyewa mengalami kemusnahan akibat dari suatu peristiwa yang
bukan karena kesalahan pihak yang menyewakan atau pihak penyewa.
Dalam ilmu hukum keadaan ini disebut “ keadaan memaksa” (force
majure). Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi tidak
disengaja dan terjadinya itu tidak dapat diduga ketika mengadakan sewa-
menyewa. Ini adalah risiko dalam perjanjian sewa-menyewa. Yang
dimaksud dengan risiko adalah kev__vajibar]\.menanggung kerugian yang

timbul karena keadaan memaksa

[ _ g
'Dltanggung oleh,Pemilik Benda /| =
erjamian sewah— iah‘ya terdap'at sat

w KUHPdt. Dalam pasal ini

mengatur tent
ditentukan, apabila dalam Waktu sewa-menyewa benda sewaan musnah
sama sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak,
pejanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Kata-kata “gurur demi
hukum” menunjukkan bahwa sewa-menyewa itu lenyap seperti tidak ada
apa-apa sebelumnya. Masing-masing pihak tidak dapat menuntut apa-
apa dari pihak lawannya.* Jika demikian halnya, kerugian akibat
musnahnya benda sewaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak

yang menyewakan. Karena pihak yang menyewakan itu adalah pemilik

1 Abdulkadir muhammad, Op.Cit, h. 364-365.
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benda, maka dialah pihak yang bertanggung jawab atas kerugian.
Dengan demikian, dapat ditarik suatu asas dalam sewa-menyewa, yaitu:
“jika dalam sewa-menyewa terjadi keadaan memaksa, risiko kerugian
ditanggung oleh pemilik benda”.

Risiko adalah kewajiban untuk menaggung kerugian yang
disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu
pihak, yang menimpa benda objek perjanjian. Menurut ketentuan Pasal
1553 KUHPdt, jika selama waktu benda yang disewakan musnah sama
sekali karena suatu peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak |,
perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum Jika bendanya hanya

musnahy, sebaglan plhak penyewadapat memlllh menurut keadaan,

I |
[ ta pengurangan garga sewa atau bahkap _p
enyéWa, tanp Antl kerugian

-menyewa tidak begitu tegas

lan perjanjian

Se

diatur dalam Pasal 1553 K.LIJHPdt. Berdasarkan pada rumusan tersebut
perlu disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat
menuntut prestasi terhadap satu sama lain. Hal ini dapat diartikan bahwa
beban pihak yang menyewakan. Jika pihak yang menyewakan itu adalah
pemilik benda, berarti risiko kerugian ditanggung oleh pemilik benda.
6. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir secara normal ataupun tidak

normal, yakni:

* Ibid.
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a. Berakhir secara normal artinya perjanjian sewa menyewa telah dipenuhi
sebagai mana mestinya sesuai dengan waktu yang disepakati dan kedua
belah pihak telah mencapai tujuannya.

b. Berakhir secara tidak normal artinya perjanjian sewa-menyewa tidak
terpenuhi sebagaimana mestinya karena ada beberapa faktor yang
mempengaruhi sehingga sebelum jangka waktu sewa-menyewa habis,
sewa menyewa dihentikan.®

Ada tiga alasan perjanjian sewa-menyewa berakhir, yaitu:
a. Jangka waktu Sewa Berakhir
Sewa—menyewa berakhir karena jangka Waktu sewa yang ditetapkan

dalam parjanjlan sewa menyewa habls atau karena unit waktu yang
| |

[ [ sebﬁgal dasar tilf sewa |‘u habls Dalam
dite n, jlk\a dlbu li§ sewa' me berakhir demi
hukum setelaMkWntukan tanpa  diperlukan

pemberitahuan penghentiannya. Akan tetapi, jika dibuat secara tidak

1570 KUHPdt

tertulis menurut Pasal 1571 KUHPdt, sewa-menyewa baru berakhir
setelah ada pemberitahuan penghentiannya kepada pihak penyewa
dengan mengidahkan jangka waktu menurut kebiasaan setempat.

Dalam Pasal 1587 KUHPdt ditentukan, setelah berakhir perjanjian
sewa-menyewa tert ulis, penyewa tetap menguasai benda sewaan,
sedangkan pihak yang menyewakan , sedangkan pihak yang menyewakan

membiarkan atau tidak memperingatkan, maka terjadilah sewa-menyewa

“ 1bid, h.364-365.
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baru secara lisan dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang
ditentukan menurut kebiasaan setempat. Penyewa tidak dapat
meninggalkan benda sewaan ataupun dikeluarkan dari tempat itu belum
ada pemberitahuan mengenai penghentian sewa-menyewa menurut
kebiasaan setempat.*
. Benda sewaan musnah

Apabila dalam waktu sewa-menyewa benda sewaan musnah sama
sekali karena peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, perjanjian
sewa-menyewa gugur demi hukum (Pasal 1553 KUHPdt). Kata-kata
“gugur demi hukum berart1 perjan_]lan sewa-menyewa itu berakhir dan

berakhir dlsml bukan karena kehendak plhak plhak melainkan karena
Tenl]aksa (force majeure). Akan tetaplv ut Pasal 1575
\jl't;a salahg ipﬁdalam:f. janj sewa-menyewa
meninggal dun@i&kw tidak berakhir, ahli waris

almarhum meneruskan sewa-menyewa.

Dalam praktik perjanjian sewa-menyewa, tidak terdapat rumusan
ketentuan dalam kontrak mengenai berakhirnya sewa-menyewa karena
benda sewaan musnah. Hal semacam ini dapat ditafsirkan bahwa kedua
belah pihak mengikuti sepenuhnya ketentuan undang-undang yang

tercantum dalam Pasal 1553 KUHPdt, yaitu kontrak sewa-menyewa gugur

* Ibid. h. 366.
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demi hukum jika benda sewaan musnah karena peristiwa yang bukan
kesalahan salah satu pihak.*
. Pembatalan Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa dapat berkhir karena pembatalan, baik
berdasarkan pada persetujuan para pihak yang menyewakan dan pihak
penyewa maupun karena wanprestasi dengan atau tanpa putusan
pengadilan, pembatalan berdasar pada persetujuan, misalnya:

1) Karena benda sewaan musnah sebagian, pihak penyewa memilih

alternatif sewa-menyewa (Pasal 1553 ayat (2) KUHPdLt).
2) Karena perbalkan benda sewaan sedemlklan rupa sehingga tidak

da.pat 'd|d|am| plhak penyewa mlntasupaya perjanjian sewa-

[
nenyewadibat nsi\i (Pasal 1555 aya 3)
areﬁa\perbakh ] duua]-,f erj

dibatalka

sewa-menyewa
at perjanjian (Pasal 1576
KUHPdt).

4) Karena benda sewaan akan dipakai sendiri, perjanjian sewa-
menyewa dibatalkan berdasar syarat perjanjian (Pasal 1579
KUHPdt).

Pembatalan juga dapat dilakukan berdasar pada wansprestasi, yaitu

tidak memenuhi perjanjian sama-sekali atau memenuhi, tetapi tidak
sebagaimana mestinya atau melanggar syarat perjanjian yang telah

ditentukan pembatalan berdasarkan pada wanprestasi, misalnya:

* Ibid. h. 367.
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1) Tidak menggunakan/memakai benda sewaan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan sejak penandatangan,perjanjian sewa-
menyewa dibatalkan.

2) Memakai benda sewaan untuk keperluan lain dari tujuan
pemakaiannya atau untuk keperluan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak yang menyewakan (Pasal 1561 KUHPdt). “

3) Mengulangsewakan atau mengalih sewakan benda sewaan kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik (Pasal 1559 KUHPdt).

7. Prestasi dan Wanprestasi
a. Pengertian Prestasi
Pr\estasi'. adaiiah{'“sdétu-Ya’r.flg'-'\./Ivéj'ib;.dlinbenuh.i oleh debitor dalam

[ o |
: tan Prestas. adalah gbjek perlkatan hukum perdata

kew n rﬁemenuhl harta kekayaan
Model-model dari prestasi (Pésai 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :
1) Memberikan sesuatu
2) Berbuat sesuatu
3) Tidak berbuat sesuatu.
b. Sifat Prestasi
Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat
dipenuhi oleh debitor, maka perlu dipenuhi sifat-sifatnya, yaitu:

1) Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

8 Ibid. h. 368.
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Sifat ini memungkinkan debitor memenuhi perikatan. Jika prestasi
itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan
itu batal (nietig).*

2) Prestasi itu harus mungkin

Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitor secara wajar
dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat
dibatalkan (vernietigbar).

3) Prestasi itu harus dibolehkan (halal)
Artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan

dengan ketertlban umum, dan tldak bertentangan dengan kesusilaan

masyarakat Jlka presta5| tldak haIaI perlkatan itu batal (nietig).

I i ] |

, dan mengambil
hasilnya. Ji itu dapat dibatalkan
(vernietigbaar).
5) Prestasi itu terdiri atas suatu perbuatan atau serentetan perbuatan
Jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu
kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar). Satu
kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan,

sedangkan lebih darisatu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang

terakhir mengakhiri perikatan.*

" 1bid, h. 240
8 1bid, h. 241
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c. Pengertian Wanprestasi
Prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam
perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua
kemungkinan alasan, yaitu:
1) Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
dan
2) Karena keadaan memaksa (force majeur), di luar kemampuan debitor.
Jadi, debitor tidak bersalah.*
d. Keadaan Memaksa

1) Konsep Keadaan I\/_I_emaksa

Keadaan meémaksa® (force fajeur) adalah keadaan tidak
e | e W y g f;—"‘:’" 4
' - ,|

[y

nuhinya prestasi,oleh debjtor karena terjad
.\\ '.".\_Iki\“ N ) : \ ../M_
dll(ethhm da‘aljdﬁdidug@;&kén t

-~

iwa yang tidak

ketika membuat

e

perikatan. Dadaf keada: n ebitor tidak dapatdisalahkan

karenakeadaan ini timbu]\ d| luar kemauan dan kemampuan debitor.

Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

a) Tidak terpenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang
membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan; atau

b) Tidak terpenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi
perbuatan debitor untuk berprestasi.

c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada

waktu membuat perikatan.

* Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. h. 358-361.
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2) Keadaan Memaksa Objektif dan Subjektif

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi a) dan c)
diatas maka keadaan memaksa itu disebut “keadaan memaksa
objektif”’. Vollmar menyebutnya absolute overmacht. Dasarnya
adalah ketidakmungkinan (impossibillity) memenuhi prestasi karena
bendanya lenyap/ musnah.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur b) dan
c), keadaan memaksa ini disebut “keadaan memaksa dubjektif”,
Vollmar menyebutnya relative overmacth. Dasarnya adalah kesulitan
memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitor

untuk berbuat Keadaan memaksa dalam haI Ani bersifat sementara.

I |
Af-h‘““

'katan tldak berii nti iu batal) hanyg p'
nda J}Ka kes |dak ada Iagl
diteruskan. m w@sudah tidak berarti lagi bagi

kreditor karena sudah tidak diperlukan lagi, perikatan itu “gugur”

an prestasinya

enuhan prestasi

(verval).

Perbedaan antara “perikatan batal” dan “perikatan gugur” terletak
pada ada tidaknya objek perikatan dan objek tersebut harus mungkin
dipenuhi. Pada mungkin dipenuhi oleh debitor (sifat prestasi). Pada
perikatan gugur objek perikatan ada sehingga mungkin dipenuhi
dengan segala macam upaya debitor, tetapi tidak mempunyai arti lagi

bagi kreditor.*® Jika prestasi betul-betul dipenuhi oleh debitor, tetapi

% 1bid., h. 243-244.



33

kreditor tidak menerima (menolak) karena tidak ada manfaatnyalagi,
perikatan dapat dibatalkan (vernietigbarr). Persamannya adalah
padaperikatan batal dan perikatan gugur keduanya itu tidak mencapai
tujuan.
e. Pengaturan Keadaan Memaksa

Pembentukan Undang-Undang tidak mengatur keadaan memaksa

secara umum dalam KUHPdt. Akan tetapi secara khusus diatur untuk

perjanjian tertentu saja, misalnya, pada:

a) Perjanjian hibah (Pasal 1237 KUHPdt)

b) Perjanjian Jual beIi__ (Pasal 1460 KUHPd;)

c) Perjanjianftukar"méhu‘ka'r (Pasal 1545 KUi’-IPdt)*x..,_l

memaksa pada perjanjian h.ibah ditanggung oleh kreditor (Pasal 1237

KUHPdt). Risiko keadaan memaksa pada perjanjian jual beli ditanggung
oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli, (Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 mengenai Pasal 1460
KUHPdt). Risiko keadaan memaksa pada perjanjian tukar menukar
ditanggung oleh pemiliknya (Pasal 1554 KUHPdt). Adapun risiko keadaan
memaksa pada perjanjian sewa-menyewa ditanggung oleh pemilik benda

(Pasal 1553 KUHPdt)

5 1bid., h. 245.
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B. Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam
1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

a. Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “al-ajruyang berarti
“al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-thawab ’atau (pahala)
dinamakan ajru (upah).>

b. Berdasarkan istilah (terminologi), definisi ijarah oleh para ulama
diartikan secara berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:
1) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah:

P pl e A

“Akad terdapat suaty, manfaat dengan adanya ganti” >

2) [rﬂama, Asyaﬁ 1yah

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan

mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti
tertentu.”™*

3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah:
3 gl S as 3 s At

“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu

tertentu dengan adanya ganti”>

>? Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 13 (Pena Pundi Aksara :Jakarta, 2006), h .203.

%% Wahbah az-Zuhaily, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 4 (Libanon: Dar al-Fikri,
1984), h.732.

>* Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, Mughniy al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}.),
Juz Il, h. 332.
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4) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.al, ijarah
adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang
tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu
terentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah
yang diketahui pula.

5) Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh
Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu
sendiri.®®

6) Menurut Sayyld Sablq, uarah adalah suatu jenis akad untuk
I |

ambll manfaatd gaiala penggantlan s
é y 4
enurul* fatwa \ﬁbrah adaiah

guna (manfa s s _‘u har

pemindahan hak

jasa dalam waktu tertentu

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri.*®

8) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, ijarah adalah sewa
barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.*

9) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindah hak guna

195.

h. 99.

>>Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 3 (Libanon: Dar al—Fikri, 1983), h. 198.

% Mardani, Hukum Perikatan Syariah Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

57 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),

%8 Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah
% pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.®

10) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

Negara, ijarah adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau

melalui wakilnya menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain

berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.®

Jadi ijarah, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.®® Dari
beberapa pengertian secara terminologi _>_dalam uraian pada alenia

sebelumnya dapatdlpahaml bahwa Nl

| ' |

ljarah adala i ad transaksi pemlndahan una atas suatu
a‘tau Jasa ﬁ;nl\ertentu it pembayaran upah

secara profesj

2) Akad ljarah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas barang
atau jasa keterampilan tertentu
3) Akad ijarah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari

barang atau jasa yang diterima. ®

% penjelasan Pasal 19 huruf f UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

%1 pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

®?Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan
Syariah Di Indonesia, Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 1 (2015), h. 505. (On-line), tersedia di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/372 (15 nOvember 2018, pukul
08.12), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

8 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, Asas, Vol. V,
No. 1, Januari 2013. (On-line), tersedia di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692/1413 (18 November 2018, pukul
13.05), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203/372
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692/1413
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2. Dasar Hukum Islam tentang Sewa-Menyewa
Dasar hukum berlakunya akad ijarah telah dijelaskan didalam dalil al-
Qu’ran, As-Sunnah dan ljma’.
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya,
Muhammad, yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya
mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan yang ditulis
pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah (1) sampai akhir surat An-Nas
(114).* Dalam al-Qur’an ketentuan tentang sewa-menyewa tidak tercantum
secara terperinci. Akan tetapi pemahaman sewa—menyenyewa dicantumkan

dalam bentuks pemaknaan terswat sepertl dalam Qs al-Bagarah (2) : 233, an-

|
: aﬁ khru& at- Thalag@
di béWah |n|
1) Surat Al- W i N

>

s E o £ L. T R e
(4"\; O J‘)‘ u.AJ/ g,l.fg g}b} Cfb-\‘_b\ u.a.,/ajj é)‘-{l‘j)‘) &

> g 8.8 & % o z 22> I P P IER
Gt GG Y Oy 3G (3285 5y oA 3T Jog 255
- C - 3% 2 - - ~ 2 . =
d=5 colly s D55 N3 el sy Sl Y Leals Y]
-~ .~ - Prd - 4 - - 5, /&/ 7 - 20
Mo sl Wi (a1 o Vlat 1351 0l 33 (i o))

s o8

‘J‘,S'J‘:CL‘-’ Mﬁju\_j)‘ ‘MMU‘ ('._:JJ‘QJ L“"W“L‘;CL"}

al-Qasas: 26

% Rosihon Anwar, Ulumul Quran (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h .34.



38

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan
pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin.anakmu disusukan oleh orang lain, Maka
tidak ada <dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan > .

| Ayat diatas dapat dlpahaml bahwa rtldaklah menjadi halangan

Sekal  jika mefteriRenfpan }g__ebada,

n anak k yang bukan dan iU

“-H.,\\\ \
adalah pewmang dikerjakan. Jadi, yang

dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang

lain yang telah

m hal ini menyusui

dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan
penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau
ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan
kepada perempuan lain maka biaya yang pantas maka biaya yang
pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.®

2) Surat An-Nahl (16) ayat 97 yang berbunyi;

® Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah, Op.Cit., h. 37.
% Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 h. 136
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d.u..jo“// w&}ﬁj& j‘#bwwwuﬁ

Q,L;;Ji,,Lg uwuﬁf|wﬂj

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun  perempuan dalam Keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yangtelah mereka
kerjakan.” (QS an-Nahl:(16) :97)"

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah
dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah

SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa

yang mereka kerjakan. o

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”®®

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling
menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Figih

Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafadz ini diartikan dengan

®7 Departemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit. h. 278.
* Ibid., h. 491.
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supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan
atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada
dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa
mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah
satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.

4) Surat At-Thalag (65) ayat 6 yang berbunyi'

}é/} €

-

Artinya: “jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka

berikanlah kepada mereka upahnya.”®

Ayat |n| menerangkan bahwa menyusw adalah pengambllan manfaat

dari orang yang dlkerjakan Jadl yang dlbayat‘ bukan harga air susunya
" isi bangsa arab

pada orang lain, dari

sini munculah istila \w : 'Mau ibu susu, sebagaimana

Rasululloh SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa’diyah.™
5) Surat AI-Qhasas (28) ayat 26 yang berbunyi'

/9,;

fm;\“
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

* Ibid.,h. 559.
"0 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, Asas, Vol. V,
No. 1, Januari 2013. (On-line), tersedia di

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692/1413 (18 November 2018, pukul
13.05), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
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Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya.”™

Avyat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu

dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As

untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq

mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya

bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya

orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang

yang kuat lagi dapat dlpercaya Cara |n| menggambarkan proses penyewaan

jasa sesorang dan bagalmana pembiayaan upah |tu dllakukan 2

|

'kan Hadls
V4
alah éegala S‘Qﬁ! @dlberltakan d

un hal ihwal Nabi.”? Hadis

abi SAW., baik

adalah sumber kedua setelah AI- Qur’an, d alam Hadis juga disebutkan
mengenai dasar hukum sewa-menyewa (ijarah) antara lain:

1) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:
i ksl iy e b Jo sty 06:06 a8 o diae 12

2 s 0z <

73J-// . P /o*

. 45).0 g,a.‘z:.lo\J.,J
5

™ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Op.Cit. h. 388.

2 M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: CV Pustaka Setia), h.
15.

™ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Sunnah Ibn Majah, juz 7
(kairo: Mawqi” Wizarah al-Augaf al-Mishiriyah, t.th), h. 398, hadis ke-2537
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Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah
SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum
keringatnya kering” (HR. Ibnu Madjah).™

2) Hadis Riwayat Bukhari:

Loty “imuugjxﬂi ”mij%a‘uﬁ
il asd) L
Artinya:“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau
memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-

Bukhari).™

3) Hadls Nabn rlwayat Ahmad Abu Daud dan Nasa’i dari Sa’d Ibn Abi

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil

tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka
Rasulullah  melarang kami melakukan hal tersebut dan
memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau

perak (uang)."”®

™ Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh H. Igbal dan H. Mukhlis

BM, Shahih Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 421.

" Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, Shahih Bukhori,
Juz VIII, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004, h. 11.

® Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah Sahih Bukhari

7 Imam Nasaiy, Sunan Nasaiy, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, h. 27.1

® Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh Ahmad Yoswaji, Shahih
Sunan An-Nasa i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004)
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c. jma’

Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.
Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama
pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah
mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak
ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan al-Qur*an,
Sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum
ijarah atau sewa-menyewa boleh dilakukan dalam islam jika kegiatan tersebut
sesuai dengan syara’.

d. Fatwa Dewan Na3|0nal

Fatwa Dewan Nasmnal No 09/DSN MUI/IV/2000 Tﬁnggal 13 April 2000

kan bahWa l
kun dén SyaraQai.

1) Sighat ijarah, pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkoﬁtfék), baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.

2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.

3) Obyek akad ijarah adalah
a) manfaat barang dan sewa; atau

b) manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek ljarah:

" Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/V1/2000 Pembiayaan ljarah



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari’ah.

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah <(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dlnyatakan dengan Jelas termasuk jangka

\ a Blsa juga nali dengan spes-lf_' ""a5| aumidentifikasi fisik.
tau ‘uﬁah ada 6% dibayar nasabah

kepada LKS se

Sesuatu yang dapat dijadikan
harga dalam jual beli dapat .p.)luzia dijadikan sewa atau upah dalam ljarah.
Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.*

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah

1)

Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

% 1bid.
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b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
¢) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga
keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak
materiil).
c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima
manfaat dalam _menjag_a_mya, ia tidal_<__ bertaqggung jawab atas kerusakan

tersebut. 4

ik salah satu hak tlda menunalka _ k \
b
Ilsmah d| an

melalui Badan Arbw h sg

musyawarah.®

nya atau jika

terjadi annya dilakukan

tercapai kesepakatan melalui

. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam
a. Rukun sewa-menyewa (ijarah)

Rukun adalah hal penting yang harus ada pada sebuah akad atau transaksi.
Tanpa rukun suatu akad atau transaksi tidak sah, seperti yang telah dijelaskan
Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “al-Waiju fi Ushul Figh” bahwa rukun

adalah bagian dari hakikat sesuatu atau zatnya.** Dalam melaksanakan suatu

8 Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/V1/2000 Pembiayaan ljarah, Op.Cit.
82 H
Ibid.
8 Abdul Karim Zaidan, al-Waizu fi Ushul Figh, (Beirut: al-Risalah, 1998), Cet. Ke 7,

h. 59
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perjanjian terdapat rukun dan syarat yang mesti dipenuhi, dan jika rukun dan
syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya atau
batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (ijarah) harus memenuhi rukun dan
syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa (ijarah) telah diatur dalam
hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah itu hanya satu, yaitu ijab
(ungkapan menyewakan dan gabul) persetujuan terhadap sewa-menyewa).
Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah® itu ada empat,
yakni, sebagai berikut:

1) ‘Agid (orang yang berakad) yang terdiri dari mu’jir dan musta jir.
Mu jir adalah __yang yeng mener\_/_akan, musta’jir adalah orang yang
menyewa sesuatu . - g

I

t (ljab kabu
\

bal‘k isecara

2)

antara mu jir d

3) Mauqud ‘alaih yakni barang. atau benda yang disewakan.
4) Ujrah adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).®
b. Syarat sewa menyewa (ijarah)
Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umumdalam

transaksi lainnya®™. Adapun syarat syarat akad ijarah sebagai berikut:

8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h. 231
8 Rahchmad Syafe’i, Figh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 178.
8 Nasrun Haroen, Op.Cit. h. 231-232
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1) Disyaratkan pada Aqid (mu’jir dan musta ’jir) adalah baligh, berakal,
cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.?’

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:
P A P &2 =2 , 82 z/ P _ .d‘l ’.ui/
| Jodll el SO0l lesb N il 201 o
B R A R AN P I PP SR 5
MH)M Y5 (’g'.’fy'ab"d'pa)"é" . ;)i.:
Artinya: “Hai orang-orang Yyang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama- suka”.®

Bagi Aqgid (orang yang, berakad ijarah) juga disyaratkan mengetahui

manfaat [*B'aransg:; yan(j'- diz‘i'k'adka”h dehgap ,sfempgﬁrna sehingga dapat

i

b b

2) Disy padashi

ghat (ijab ka

Er

a) Akad (perjM

dimanfaatkan atau dipergunakan.

lum barang yang disewa itu

b) ljab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yaitu antara
penyewa dan yang menyewakan.

c) Dalam Akad atau ijab kabul patut ditentukan waktu sewanya, apakah
seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

d) Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad.

Maka akad ijarah tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak

8 Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 117.
8 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Op.Cit. h. 83.
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berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau
batas waktu.*
3) Disyaratkan pada mauqud ‘alaih (benda yang disewakan) adalah:

a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya.

b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

c) Barang yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga
waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.™

e) Objek yang dlsewakan dapat dlserah terlmakan baik manfaat maupun

bendanya - l 4

X\ | ] |

"tahm jelas ukuran dan batas Waktu uarah Ql
QA @ g!

terh‘iﬂﬁa,r ' arl

g) Benda dan
diperbolehkan agama (mutdawimmah).

h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau
diwajibkan kepada mu’jir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji,

imamah sholat, azan dan igamah.*

% Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155.

*" Ibid. h. 247.

%2 Rozalinda, Fikih Syariah Ekonomi (Pripsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah) (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 132.
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4) Disyaratkan pada ujrah (upah) adalah:

a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan
memanfaatkannya (mal mutagawwim). Dalam hadis Nabi SAW
dijelaskan:

Artinya: Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: “siapa
yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia
ketahui upahnya.”

b) Upah/ imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya
sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan
sebidang sawah Syarat sepertl |n| sama dengan riba.

c) Bisag, membawa manfaat yang Jelas Sepertfl menempati rumah,

[

"yanISESeorang eng iar nsuatu |Imu anglaimSebagainya.”
k berkhrang nlka at diketahui.

- ‘)\g\al

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.*

d)

e) Kelenturan kan sewa atau upah dapat

5. Hukum Sewa-Menyewa

Hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan
tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewa, sebab ijarah termasuk
jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum ljarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah
mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar

lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad . Ini bila kerusakan tersebut terjadi

% Mardani, Op.Cit. h. 154-155.
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pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak
memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.
Jafar dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah fasid sama dengan jual

beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh
barang sewaan.®
6. Macam-Macam Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

Dilihat dari aspek objeknya. Akad ljarah dibedakan oleh para ulama figh
menjadi dua macam vyaitu, yang bersifat pekerjaan (jasa) dan yang bersifat
manfaat.

a. Sewa—Menyewa (Ijarah) yang berhubungan dengan sewa jasa, Yiatu

mempekerjakan Jasa seseorang dengan upah sebagal imbalan jasa yang
|

.‘/

Ilarah sepertl Iii menuryt para, ulama kumnya boleh
rt| buruh ba

jenis pékerjaa
buruh pabrik, dmﬁ@g@sepertl ini ada yang bersifat
pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang
bersifat serikat seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.*®
Pihak yang mempekerjakan disebut musta jir, pihak pekerja disebut ajir,
upah yang dibeyarkan disebut ujrah.

b. Sewa-Menyewa (ljarah) yang berhubungan dengan sewa aset atau
properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti
tertentukepada orang lain dengan imbalam biaya sewa. Bentuk ljarah ini

mirip dengan leasing (sewa) dibisnis konvensional. Pihak yang menyewa

% Rachmat Syafe’i, Op.Cit, h. 131
% Nasrun Haroen, Figh Muamalah(Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h. 236
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lease disebut musta’jir, pihak yang menyewakan (leasor) disebut

mu jir/muajir. Sedangkan biaya sewa disebut ujrah. Secara skematis sewa-

menyewa pada bentuk ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1) ljarah biasa adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih
kepemilikan diakhir periode. ¥

2) ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan
perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir
periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek
sewa.

7. Kewajiban Pihak Penyewa dan Plhak yang Menyewakan

a. Kewajiban, Penyewa Barang

yar sewa atau up ah da i bertanggung '_" ntuk menjaga

2) Menanggung
materiil).
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima
manfaat dalam menjaganya, ia tida pertanggung jawab atas kerusakan
tersebut.

b. Kewajiban Pihak yang Menyewakan
1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.

%7 Ascarya, Op.Cit., h. 99-100.
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3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.*

8. Pembayaran Upah Sewa dalam Hukum Islam

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada
waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah
berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan
penangguhnya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur
sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi’i dan Ahmad,
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu jir menyerahkan zat
benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena
penyewa (musta jir) sudah menerlma kegunaan

Hak menerima upah bagl musta jir adalah sebagal berlkut a
I |

pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan
tkah IIinu MaJA 1‘}3 b @abda;

Af(h%“"‘H

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR.

hadis yang

Ibnu Majah).'*
b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila
dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir

selama penyewaan mengalir selama penyewaan berlangsung.'®

% pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

% Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 121.

100 Ay Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Sunnah Ibn Majah, juz
7 (kairo: Mawqi’ Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah, t.th), h. 398, hadis ke-2537

" Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh H. Igbal dan H. Mukhlis
BM, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)

192 Hendi Suhendi., Loc.Cit.
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9. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

ljarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya
fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali
bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. ljarah akan menjadi batal (fasakh)
bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya aib (kecacatan) pada barang sewaan. Pada barang sewaan yang
menjadi objek pejanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan sementara
sedang berada ditangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan dari
objek tersebut diakibatkan kealpaan pihak penyewa sendiri oleh sebab itu
pihak yang menyewak_an dapat me_r__nintakgn pembatalan kepada pihak
yang menyewa o - i

"a barang ya glsewa rang yang _ __-f iglbjek perjanjian

.‘/

sew nyewa meng atau dusak

tidak dapat dlpmm%ﬁ@»qpa yang diperjanjikan, maka

dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan

sekali sehingga

pembatalan kepada pihak penyewa.

c. Masa sewa menyewa telah habis (terpenuhinya manfaat yang diakadkan)
kecuali ada uzur atau halangan. Masa sewa menyewa Yyang telah
diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati bersama telah habis,
maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir

(batal).*®

103 Rozalinda, Op.Cit. h. 140.
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d. Adanya Uzur. Uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak
mungkin terlaksana sebagaimana mestinya, maka dalam hal seperti ini
penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa yang
telah diadakan sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.

e. Akad ijarah berakhir dengan igalah (menarik kembali). ljarah adalah
akad mu’awadhah. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda

sehingga memungkinkan untuk igalah.'*

% bid.,
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BAB IlI
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran tentang Rumah Kos Graha Putri Nagoya Kecamatan Sukarame
Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya
Kos Graha Putri Nagoya terletak di Jalan Wahyu gang Sejatera 1,
Sukarame Bandar Lampung. Kos ini didirikan untuk mahasiswi khususnya
mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang membutuhkan tempat tinggal
sementara selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
Kosan ini didirikan pada tahun 2004 oleh sepasang Suami Istri yaitu Bapak

Sairi, S.sos dan Ibu Nurjanawatl leerl nama Graha putri nagoya karena

nagoya adalah salah satu tempal’ perberanjaan térbesar di Batam, sehingga

Bandar lam

Al an_Kos ini didirikar tuk Mahasiswa putri

karena perempuan le an alasan pemilik kos memili
mendirikan kos dari pada usaha lain karena wilayah tanah dekat dengan
lembaga pendidikan yaitu kampus UIN Raden Intan Lampung dan juga
menurut pemilik kos usaha sewa-menyewa ini minim resiko karena setiap
tahunnya permintaan sewa-menyewa kamar kos semakin bertambah. **°
Jumlah kamar pertamakali didirikan adalah sepuluh pintu dengan harga

sewa kos pertama kali yakni Rp 2.500.000,00 perpintu kemudian sampai

tahun 2018 harga sewa kos telah mengalami perubahan sebanyak empat (4)

195 Sairi S.SOS dan Nurjanawati, Wawancara dengan penulis, Rumah Sairi S.sos dan
Nurjanawati, Sukrame, 20 Mei 2108 .
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kali yaitu dari tahun 2004-2005 seharga Rp. 2.500.000,- menjadi Rp
3.500.000,-, kemudian Rp 5.500.000,- sampai tahun 2018 harga sewa
menjadi Rp.7.000.000.-

Kos Graha Putri Nagoya termasuk kos yang telah berdiri lama di
Sukarame bandar lampung dari kampus UIN Raden Intan Lampung yang
masih memiliki status sebagai IAIN Raden Intan Lampung sampai kini telah
berkembang dengan memiliki empat (4) fakultas, seiring perkembangan
lembaga pendidikan tersebut dan permintaan sewa kos semakin banyak maka
pemilik kos berinisiatif untuk mengembangkan usaha mereka dengan
menambah mendlrlkan kos baru sehlngga kos graha putri Nagoya sekarang
telah memiliki. 24 plntu dengan harga sewa kos tahun ini yakni Rp

[ f,|

"-fperplntu
ar Keé Graha Qr\!gﬁlsa dltempatl

kos graha putri na

7.00
Sat -3 orang, karena
ngan kamar cukup luas yang
terdiri dari kamar tamu, kamar fidur, dapur dan kamar mandi yang sudah
dilengkapi dengan lemari baju dengan ukuran yang cukup besar.*®
2. Visi- Misinya
Visi Kos Graha Putri Nagoya Sesuai dengan namanya Graha putri nagoya
kosanya bisa menjadi Kos putri terbesar dan ramai di Bandar lampung.

Sedangkan misi yang dijalankan adalah dengan:

a. Menambah jumlah kamar kos

1% bid.
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b. Menjadikan Kos Graha Putri Nagoya menjadi favorit para mahasiswa
perantauan dengan jarak dekat denga Universitas Islam Negri Lampung.
c. Tetap menjaga Kualitas kamar Kos.
3. Kepemilikannya
Kos Graha Putri Nagoya dimiliki secara penuh oleh sepasang suami Istri
yaitu Bapak Sairi, S.sos dan Ibu Nurjanawati,sehingga penguasaan dan
pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas
dandibenarkan secara hukum.
Sewa Menyewa Kos Graha Putri Nagoya Kecamatan Sukarame Bandar
Lampung
1. Perjanjian Sewa Menyewa Kos Graha Putrl Nag@ya

[ |
erj\anjlan Sewa—ﬁer;ie 0s Graha Put'
i ak teEtulls at; ﬁga dllakukan

. Isi perjanjian secara lisan

tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyewa

asar kesepakatan

kos Graha Putri Nagoya, yakni:

a. Penyewa Kos Graha Putri Nagoya harus berjenis kalamin
Perempuan, dengan mendata identitas diri penyewa kos graha putri
nagoya, dengan cara mengumpulkan poto copy kartu keluarga dan
kontak pribadi.*”’

b. Masa Sewa-Menyewa Kos Graha Putri Nagoya adalah selama satu

tahun, dengan harga sewa kos untuk setahun sebesar Rp 7000.000,-

197 1bid.
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c. Harus bisa merawat dan menjaga kos dan barang-barang atau
peralatan yang telah disediakan, seperti merawat kebersihan kos,
bisa menggunakan dan merawat atau menjaga lemari yang sudah
disediakan, bisa menggunakan listrik dengan baik dengan tidak
membolehkan listrik dalam keadaan kosong untuk menghindari
kerusakan.

d. Apabila terjadi kerusakan barang-barang yang telah disediakan oleh
kos akibat kelalaian penyewa maka penyewa dikenakan denda,
namun jika kerusakan tersebut diluar kendali penyewa maka pemilik
kos yang akan melakukan perbalkan

e. Kos, Graha Putrl Nagoya Hanya menyedlakan tempat tinggal

-Ialn dilu H blaya sewa g;llta'

oleh Penyewa

Nagoya tidak menyiap.kan anggota pengaman seperti satpam serta

tidak disediakan CCTV untuk menjaga keamanan kos, hanya sudah
diberikan gerbang tinggi supaya dapat mengurangi kerusuhan di Kos
Graha Putri Nagoya.

g. Diharapkan melapor apabila ada kunjungan atau silaturahmi dari
keluarga atau teman laki-laki.

h. Jam kunjungan teman laki-laki untuk malam hari dibatasi sampai

jam 09.00 W1B.1%®

1% 1bid.
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i. Dalam perjanjian sewa-menyewa harga sewa kos graha putri nagoya
adalah Rp 7.000.000,- untuk satu tahun.

Ketentuan diatas harus dipatuhi penyewa kos jika tidak maka akan
mendapatkan sanksi dari pemilik kos, sanksi awal dapat berupa teguran
atau peringatan, sanksi akhir jika penyewa melanggar peraturan dan tidak
memperhatikan teguran-teguran maka penyewa dipersilahkan untuk keluar
atau meninggalkan kos tanpa pengembalian uang sewa.

Kemudian hak dari pihak penyewa atas perikatan perjanjian sewa-
menyewa ini adalah:

a. Dapat menempati Kos graha putri nagoya selama satu tahun sesuai

deng{a,nxges'épakétaﬁ.“ P
b. dapatkan "_keamian dan_ kenyamanan /da enempati  kos
\ I"\'« ‘ y ..., 4 (vz.f';_:.,/f;?’.

c. Memakai fasikiiaSyangtelah disedia
d. Kaos tidak boleh beradaah‘r“n sengketa.’®®
2. Prosedur pembayaran perpanjangan uang sewa Kos Graha Putri

Nagoya
a. Pemilik kos memberikan peringatan bahwa masa sewa-menyewa
kos akan segera berakhir, sehingga untuk para penyewa

disegerakan untuk memperpanjang masa sewa jika ingin tetap

menyewa kos graha putri nagoya namun jika penyewa mengakhiri

19 bid.
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perjanjian sewa menyewa tersebut maka penyewa disegerakan
untuk mengosongkan kamar sewa.

b. Kemudian diberi jangka waktu satu minggu untuk mebayar
perpanjangan uang sewa kos sebesar 30% dari harga pokok atau
untuk pindah dari kos tersebut.

c. Setelah satu minggu pemilik kos akan menagih uang perpanjangan
tersebut dengan secara langsung menemui penyewa.

d. Bagi penyewa yang tidak memperpanjang masa sewa kos maka
setelah satu minggu sudah harus pindah dari kosan graha putri
nagoya, ___dan m_engembalika__n. kuci _I\.kamar kos kepada pemilik

Kgs

|
"ksanaan Slst gPerE'an ngan Sewa K
eIakSaha,an i gan Sewa Ko

m jatuh tempo yakni dalam

Putri Nagoya

dalam penera
sepuluh bulan sudah haruls:‘lmembayar perpanjangan uang sewa kos,
sedangkan kesepakatan antara pemilik kos dan penyewa yang telah
terjadi masa sewa-menyewa kos adalah satu tahun dengan harga sewa
sebesar Rp 7000.000,-.
Akad perjanjian sewa menyewa kos ini biasa terjadi pada bulan
Agustus dan akan berakhir pada bulan Agustus lagi tahun berikutnya
sehingga tepat satu tahun sesuai dengan sirklus jadwal masuk dan jadwal

libur semester Universitas-Universitas di Indonesia khususnya Universitas

19 bid.
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Islam Negeri Raden Intan Lampung. Namun dalam pelaksanaan, sebelum
jatuh tempo penyewa kos graha putri nagoya sudah harus membayar uang
perpanjangan sewa kos dua bulan sebelumnya yakni pada bulan Mei, jika
penyewa ingin memperpanjang sewa kos tersebut, tetapi jika penyewa
ingin mengakhiri perjanjian sewa-menyewa kos graha putri nagoya maka
dua bulan sebelum jatuh tempo yakni bulan Mei tersebut penyewa sudah
diharuskan meninggalkan kamar kos, hal ini sudah menjadi kebiasaan
dalam perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di Kos graha nagoya tanpa
diketahui oleh penyewa sebelumnya dan pemilik kos tersebut tidak
memberitahukan keten_tuan tersebqj[ didq\llam akad perjanjian sewa-

menyewa, i _
(= '|

Wawancar derian emilik. Kos gr_' i nagoya pada
0 MeL 2018 a pﬁlrl dan lbu Nug@amawati menerapkan
sistem tersebuka @rus membayar uang muka

perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo jika ingin melanjutkan

perjanjian sewa-menyewa dan sudah harus meninggalkan kos dua bulan
sebelum jatuh tempo apabila penyewa tidak melanjutkan perjanjian sewa-
menyewa Kos graha putri nagoya adalah sebagai salah satu strategi
penjualan supaya usaha sewa-menyewa kos tetap lancar, ' karena
sekarang ini telah banyak berdiri rumah-rumah kos sehingga untuk tetap
menarik konsumen pemilik kos menerapkan peraturan diatas dengan

begitu pemilik kos dengan cepat dapat memastikan siapa saja penyewa

" bid.
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yang memperpanjang perjanjian sewa-menyewa dan siapa saja penyewa
yang mengakhiri perjanjian sewa-menyewa kos graha putri nagoya.
Sehingga apabila telah diperoleh data maka pemilik kos bisa segera
menawarkan kembali kos graha putri nagoya atau mempromosikannya
kepada konsumen lain, supaya 24 kamar kos dapat terisi penuh setiap
tahunnya.
4. Hasil Wawancara Kepada Penyewa Kos Graha Putri Nagoya
terhadap Sistem Perpanjangan Sewa Kos
a. Dewi Tri Agustina (Mahasiswi Semester VII, jurusan Komunikasi
Penyiaran Islam) menurutnya S|stem perpanjangan sewa Kos graha

Putriy nagoya aneh karena memberatkan penyewa dan tidak sesuai
[ |

'an\ perjanjla wal, se arusnya Jlka f
akatr}nasa SEA th tahuﬁ' mak

berhak men

ilik sewa belum

masa sewa berakhir dz;nvjuga pemilik kos belum berhak untuk
memberikan perintah mengosongkan kamar kos bagi penyewa yang
tidak memperpanjang perjanjian sewa.**?

b. Sindy Dwi Pertiwi (Mahasiswi Semester VII, jurusan Pendidikan
Matematika), menurutnya sistem perpanjangan yang diterapkan di
Kos graha putri nagoya merugikan bagi penyewa kos, terutama bagi

penyewa yang tidak memperpanjang masa sewa kos karena penyewa

112 Dewi Tri Agustina, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame,
18 Oktober 2018
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masih mempunyai hak untuk menempati kos tersebut sesuai dengan
perjanjian awal.'*®

Mustika (Mahasiswi semester V, jurusan Pendidikan Biologi),
menurutnya sistem perpanjangan sewa kos graha putri nagoya
keberatan karena terlalu terburu-buru dalam meminta uang
perpanjangan sewa kos, dan terlalu cepat untuk menentukan tempo
pembayaran.''*

Dian Pangestuti ( Mahasiswa semester,  jurusan Pendidikan
Matematika) menurutnya sistem perpanjangan sewa kos graha putri
nagoya tidak sesuai dengan perjanjian awal dan sifatnya memaksa

untuk segera mebayarkan uang perpanjangan Sebesar 30% dari harga

C k dan tldak Janga wakt ng dlberlkan cL

Nita Ardia

mpit, sehingga

VII, jurusan Pendidikan
Matematika) menurutnya sistem perpanjangan sewa kos graha putri
nagoya kurang sepakat karena belum jatuh tempo untuk membayar
dan kurang setuju dengan besarnya uang perpanjangan tersebut yakni

30% dari harga pokok sedangkan dalam perjanjian awal tidak terdapat

3 Sindy Dwi Pertiwi, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame,
18 Oktober 2018
114 Mustika, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18 Oktober

2018

13 Djan Pangestuti, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18

Oktober 2018
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ketentuan tersebut, menurutnya uang perpanjangan sewa kos tidak
harus sebesar itu karena memberatkan penyewa.*'®

Elpa latifatul jannah (Mahasiswa semester V, jurusan Pendidikan
Matematika) menurutnya sistem perpanjangan sewa kos graha putri
nagoya untuk besarnya nominal untuk memperpanjang uang sewa kos
atau uang muka masih wajar tidak memberatkan, namun untuk
masalah waktu perpanjangannya kurang setuju karena belum
waktunya untuk memperpanjang sewa kos sudah diharuskan
membayar perpanjangan dan jika tidak membayar pada bulan itulah
sudah harus mengosongkan kamar kos hal ini cukup memberatkan

bagi, penyewa w7
[ Wasﬂatul Jannah (Mahasiswa semes_te ndidikan Anak

Dlm) menurkl erpanJaﬁg;ar; S kos graha putri
nagoya sa@at?/@ebelum jatuh tempo sudah

diharuskan untuk membayar uang perpanjangan, dengan uang muka

yang cukup tinggi yakni 30% dari harga pokok, seharusnya uang
muka tidak harus ditetapkan terlalu tinggi karena uang muka hanya
sebagai tanda jadi bahwa masih memperpanjang perjanjian sewa-
menyewa. Juga terlalu kejam untuk menetapkan bahwa penyewa yang
tidak memperpanjang perjanjian diharuskan meninggalkan kosan

walaupun masih mememiliki hak untuk menempati kosan tersebut,

116 N
Oktober 2018

ita Ardianti, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18

Y7E|pa Latifatul Jannah, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame,
18 Oktober 2018
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harusnya penyewa masih bisa atau berhak untuk menempati kosan
selama dua bulan kedepan.™®

h. Siswi (Mahasiswi semester V, jurusan Pendidikan Biologi)
menurutnya sistem perpanjangan uang sewa kos yang diterapkan
terlalu dini dalam menetapkan waktu perpanjangan uang sewa kos
karena belum jatuh tempo, sehingga memberatkan para penyewa.
Untuk masalah besarnya nominal uang muka masih wajar dan tidak
ada masalah.™*®

i. Febta Dwi Baika (Mahasiswa semester I1ll, jurusan Pendidikan
Biologi, fakultas Tarblah UIN Raden Intan Lampung) menurutnya

sistem perpanjangan uang sewa kos yang diterapkan kurang setuju
[ \ .

na \tldak sesual engan pe anjlan awal ew; masa sewa kos
a un d: lam nnya berbeda dua

bulan seb@_tw sudah harus membayar

perpanjangan uang sewa kos. Dan sangat merugikan bagi penyewa

yang tidak memperpanjang perjanjian sewa menyewa Kkarena
seharusnya penyewa masih memiliki hak untuk menempati kos.*?°

j. Sela Margareta (Mahasiswa semester Ill, jurusan Sosiologi Agama
fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung) menurutnya sistem

perpanjangan sewa-menyewa Kos graha putri nagoya kurang sesuai

18 Ymmi Wasilatul Jannah, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya,
Sukarame, 18 Oktober 2018

119 Sjswi Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18 Oktober
2018

120 Fehta Dwi Bayka, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18
Oktober 2018
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dengan perjanjian awal, karena memang tidak disebutkan ketentuan
tersebut didalam akad dan penyewa merasa diburu-buru dalam
pembayaran perpanjangan sewa ini dan juga menurutnya sistem ini
merugikan bagi penyewa yang tidak memperpanjang perjanjian
kontrak karena hak pakai kos tidak dapat dinikmati secara penuhi
sedangkan kewajiban penyewa untuk membayar upah sewa telah
diberikan secara penuh.*?*
k. Vina Tuzzuhro (Mahasiswa semester Il1, jurusan Pendidikan Biologi,
fakultas Tarbiah UIN< Raden Intan Lampung) menurutnya sistem
perpanjangan sewa-menyewa yang terjgdi di Kos graha putri nagoya

membgratkan bégi'behyewa-karéﬁa"tidak éesuaj-..,denga perjanjian awal

na masa tempo atu tahun,dan tldak ad_ ke' lain mengenai
\\ g

anjahg\an sew Aruglkan “bagi ewa yang tidak
memperpamn fef_\/@tldak bisa menempati kosan

selama satu tahun.

I.  Riska Romadhon fitriana (Mahasiswa semester V, UIN Raden Intan
Lampung) sistem perpanjangan sewa-menyewa kos graha putri
nagoya kurang sesuai karena belum secara penuh menggunakan hak
pakai sudah harus membayar uang muka untuk perjanjian

perpanjangan dan perjanjian tersebut merugikan bagi penyewa yang

121 Sela Margareta, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18
Oktober 2018

122\/ina Tuzzuhro, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18
Oktober 2018
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tidak  memperpanjang  sewa-menyewa  karena  keharusan
mengosongkan kamar kos sebelum masa sewa berakhir.*?
Jadi dari hasil wawancara terhadap para penyewa kos graha putri
nagoya yang telah melakukan perpanjangan sewa kos, adalah:
a. Mereka tidak sependapat dengan penerapan ketentuan pengosongan
kamar kos sebelum jangka waktunya berakhir.
b. Mereka tidak sependapat dengan uang panjar perpanjangan sewa

maupun waktu pemberiannya yang terlalu cepat sebab tidak ada

perjanjian diawal.

123 Riska Rhomadon Fitriana, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya,
Sukarame, 18 Oktober 2018
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Sistem Pembayaran Perpanjangan Sewa Kos Graha Putri Nagoya

kecamatan Sukarame Bandar Lampung

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dibuat para pihak untuk tujuan
memenuhi kebutuhan masing-masing. Dimana pihak yang meyewakan akan
mendapatkan upah dari perjanjian tersebut dan pihak penyewa akan mendapatkan
manfaat dari barang yang menjadi objek sewa-menyewa. Ketentuan upah, manfaat
yang diperoleh serta ketentuan® jangka waktu sewa disesuaikan dengan
kesepakatan yang telah___dilaku_l_<an antara ke_dua be!ah pihak, sehingga ketentuan

tersebut akan me-ngikat ke'd'ua belah pihak'déh haru.s di patuhi atau dijalankan oleh
| N /]

sebut Karena ;bat huFum darl sUéﬁJ pefjafjian yang telah
_f /
h menladl Un g ang wa}rb di oleh pihak-pihak

yang melakukan perjawa

Sewa-menyewa yang terjadi di Kos Graha Putri Nagoya adalah sebagaimana

pihak-pi

disepakati

wajarnya perjanjian sewa-menyewa yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam
perjanjian ini dilakukan secara lisan baik akad maupun ketentuan-ketentuan yang

ada dalam perjanjian tersebut. S**

edangakan sistem pembayaran perpanjangan
uang sewa Kos graha putri nagoya tidak terdapat dalam ketentuan akad awal,
didalam akad awal hanya terdapat ketentuan bahwa harga sewa kos untuk satu

tahun adalah Rp.7000.000,-. Akad perjanjian sewa menyewa Kkos ini biasa terjadi

pada bulan Agustus dan seharusnya apabila memenuhi akad yang telah disepakati

124 Sairi S.S0S dan Nurjanawati, Wawancara dengan penulis, kos Graha Putri Nagoya,

Sukarame, 08 Mei 2018
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perjanjian tersebut akan berakhir pada bulan Agustus lagi tahun berikutnya

sehingga tepat satu tahun sesuai dengan perjanjian akad dan sirklus jadwal masuk

dan jadwal libur semester Universitas-Universitas di Indonesia khususnya

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Praktiknya ada beberapa ketentuan yang diterapkan dalam perjanjian sewa-

menyewa yang tidak sesuai dengan akad awal perjanjian, yakni:

a.

Ketentuan pembayaran perpanjangan uang sewa kos graha putri nagoya
dilaksanakan dua bulan sebelum masa sewa kos berakhir yakni pada
bulan Mei yang sebelumnya  tidak ada kesepakatan diawal untuk
membayar uang perpanjangan tersebut

Persentase uang perpanjangan sewa kos yang harus dibayarkan adalah
akni 30% dari Rp 7_' 0. ebesar 30x Rp
ﬁ A7
d| Jumiah ua j

memperpanjang masa sewa kos di kos graha putri nagoya, ketentuan

jumlah persentase uang perpanjangan sewa kos juga tidak terdapat dalam
akad perjanjian diawal.'®

Sedangkan apabila penyewa tidak memperpanjang sewa kos graha putri
nagoya maka berlaku ketentuan untuk mengosongkan kamar kos pada
bulan Mei tersebut, walaupun hak penyewa masih memiliki hak selama
dua bulan untuk menempati kos tersebut sesuai dengan perjanjian awal

bahwa masa sewa adalah satu tahun.

1% Ibid.
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Prosedur pembayaran perpanjangan uang sewa Kos Graha Putri Nagoya,

yakni

a.

sebagai berikut:

Pemilik kos memberikan peringatan bahwa masa sewa-menyewa Kkos
akan segera berakhir, sehingga untuk para penyewa disegerakan untuk
memperpanjang masa sewa jika ingin tetap menyewa kos graha putri
nagoya namun jika penyewa mengakhiri perjanjian sewa menyewa
tersebut maka penyewa disegerakan untuk mengosongkan kamar sewa.
Kemudian diberi jangka waktu satu minggu untuk mebayar
perpanjangan uang sewa kos sebesar 30% dari harga pokok atau untuk
pindah dari kos tersebut

Setelahy satu mlnggu pemlllk kos akan menaglh uang perpanjangan

I ]

£ dengan cara E or_in i or atau"'s ung menemui

\k\mle_ __

satu minggu sudah harus pindah dari kosan graha putri nagoya, dan

Bagi penyewa masa sewa kos maka setelah
mengembalikan kuci kamar kos kepada pemilik Kos.**

Hasil wawancara dengan pemilik Kos graha putri nagoya pada tanggal
20 Mei 2018, alasan pemilik kos menerapkan sistem perpanjangan uang
sewa kos tersebut adalah karena untuk segera mengetahui data para
pernyewa sehingga pemilik kos bisa mempromosikan kosnya secara dini

kepada konsumen lain dengan tujuan kos dapat segera terisi penuh oleh

2)bid.
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konsumen. Karena menurut pemilik kos itu merupakan salah satu strategi
untuk memperlancar transaksi sewa-menyewa Kos.

B. Tinjauan hukum Islam tentang Sistem Pembayaran Perpanjangan Sewa
Kos Graha Putri Nagoya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung
Sebagai makhluk sosial, untuk melengkapi kebutuhan pada dasarnya manusia

akan membutuhkan orang lain guna saling tolong menolong. Salah satu bentuk

dari tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu
dengan cara bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-
hari meski sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh hukum syara’
sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan__umat rpanusia sesuai dengan tujuan

dari asas bermuamalah. ' oy

| |"._ n \ - mlh ' B . II|

frae=—

i Setiap kegiatar, muamalah adalah boleh.*; ni sesuai pada
{\“..!‘\'\:,-A - h . _.~’;.:_.,/:.
uamalah yankr ni _f‘_,_Ra&a’“ da a, segala bentuk

S,

muamalah adalah boleb@@l@ melarangnya” yang berarti,
h &;{/

selagi tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah, maka

Huk

prinsip um

muamalah tersebut diperbolehkan (mubah).*® Dalam hubungannya terhadap
muamalah, pelaksanaannya diserahkan dengan manusia sesuai keadaan selama
tidak berseberangan atau berbeda dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
oleh agama.

Prinsip umum muamalah yang kedua yakni “Hukum dasar

syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”. Pada prinsip yang kedua

2’Syamsul Hilal, “Urgensi Kaidah Fighiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam”,
Al-‘AdalahVol. ~ XII, No. 3, Januari 2017. (On-line),  tersedia  di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/161 (18 November 2018, pukul
13.05), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

128 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 10
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memberikan kebebasan terhadap umat Islam guna memgembangkan model
bermuamalah, baik pengembangan akad maupun pengembangan produknya.
Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam
bertransaksi, tetapi jangan sampai kebebasan ini bisa merugikan salah satu
pihak yang melakukan transaksi.

Bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat di Kecamatan
Sukarame Bandar Lampung khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi
yakni sewa-menyewa kos. Sewa-menyewa dalam Islam disebut sebagai ijarah
yang berarti berdasarkan aspek kebasasaan kata ijarah bersumber dari kata
“alajru” yang memiliki makna “al-lwadu” (gantl) maka dari itu “ath-

thawab “atau (pahala) dlsebut dengan ajru (upah) 129 Menurut fatwa DSN-MUI,
|, I

'_ad pemlndahan ak gun manfaat) atas _s
rtentu melal sewa/upah

pemindahan kepemilik s

arang atau jasa

diikuti dengan
tik sewa-menyewa semacam
ini merupakan salah satu bisnis jangka panjang yang dapat menambah pendapatan
masyarakat dan juga dapat membantu seseorang ketika membutuhkan tempat
tinggal sementara.

Sistem pembayaran perpanjangan sewa kos pada dasarnya tidak dibahas
secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang
menyebutkan sistem pembayaran perpanjangan sewa kos. Dilihat dari ketentuan
Pasal 1548 KUHPdt dijelaskan tentang Jangka Waktu Sewa-Menyewa yang

dinyatkan dengan “waktu tertentu”. Dalam praktik sewa menyewa, yang

129 sayyid Sabiqg, Op.Cit. h .203.
130 Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah, Op.Cit
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dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah jangka waktu yang dihitung
berdasarkan kebiasaan. Misalnya: jumlah jam, jumlah hari, jumlah minggu,
jumlah bulan dan jumlah tahun tahun. Jangka waktu ini bisa juga digunakan pada
bentuk carter, baik carter berdasarkan waktu maupun carter berdasarkan

perjalanan.™*

Waktu tertentu tersebut dimanfaatkan menjadi panduan untuk
menetapkan berama lama sewa-menyewa terjadi, menetapkan besaran uang sewa
yang harus dibayar, dan menetukan berakhirnya waktu sewa. Berdasarkan
ketetapan Pasal 1579 KUHPdt, pemilik sewa tidak bisa menghentikan sewa-
menyewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri benda yang disewakan,

kecuali telah dlperjanjlan seballknya

Tindakan bermuamalah tlada Iarangannya dalam _Islam sepanjang tidak
|

dlteta n oleh hukum S' idak terkecuali

ja- menyéwa i olehkan sebagai

@ nt%@yma Sebagaimana dijelaskan

pada firman Allah Q.S. Al-Maidah (5) ayat 2:

do de .
C)/l Ajd\ )“L") Qj..\.*.“},ed&l&lj.’)l.w Y} LS)—“—-“}}\-”J—C‘ )
Quwu_,.u 4

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat

siksa-Nya.”**

L bid, h. 346-347.
132 Departemen Agama, Op.Cit. h. 106



74

Apabila ditinjau dari implementasi sewa-menyewa pada hasil wawancara dan
observasi, berdasarkan kelazimannya dilaksanakan atas dasar tolong menolong.
Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Sukarame Bandar
Lampung sudah memenuhi rukun sewa-menyewa dalam Islam, yakni sebagai
berikut;

Rukun sewa-menyewa (ijarah) adalah:
1. ‘Aqgid (orang yang berakad) yang terdiri dari mu’jir dan mustajir.
Mu’jir adalah yang yeng menyewakan, musta jir adalah orang yang
menyewa sesuatu™.

Perjanjlan sewa- menyewa yang terjadl di Kos graha putri nagoya

yang manjadl aqzd adalah y N

| ol
Bapak Sairi dan Jbu Nurjapawati sebaga;-::'
Para fienyewakg ﬁ

2. Shighat (ijab kabul) beruba pernyataan dari kedua belah pihak yang

iri dari 24 orang

berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad perjanjian
antara mu ’jir dan musta jir.

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini telah terjadi ijab kabul antara
pemilik sewa dengan penyewa yang dilakukan secara lisan, dimana

didalam sighat telah disepakati bahwa upah sewa terhadap kamar kos

graha putri nagoya adalaha Rp 7000.000,- untuk masa satu tahun, yang

133 Nasroen Haroen, Op.Cit., h. 231
1% Sairi S.S0S dan Nurjanawati, Op.Cit
1% Nasroen Haroen, Op.Cit., h. 231
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biasanya ijab kabul ini dilaksanakan pada bulan agustus oleh pemilik
sewa dan penyewa. *°
3. Maugqud ‘alaih yakni barang atau benda yang disewakan.

Barang yang disewakan dalam perjanjian sewa-menyewa ini adalah
barang tidak bergerak berupa bangunan Kos yang terdiri dari 24 kamar
kos, yang dikhususkan untuk disewa oleh perempuan.*’

Oleh sebab itu maka pelaksanaan dan proses implementasi sewa-menyewa
yang berlaku di sukarame Bandar Lampung, telah sesuai dengan syariat
Islam apabila ditinjau dari rukunnya, dengan demikian akad yang laksanan
oleh kedua belah pihak ad_alah suatu k(_a__sepaka:[an yang mereka buat, sesuai

dengan akaq-..gerjanjiah'péd'a umumnya y P

ewa-menyewa diatas memiliki syarat-;éyé}a;,-'
:\\‘:.-!_\.\:l.n X . . _-, 3 ..”,;_._.J/_._
persya ini harus a‘dam afjian sewa-n

S,

=

arus dipenubhi,

kos graha putri

o

)ﬁ@ilaksanakan sesuai dengan

nago e '
goya secara pen gt\p\ir\/
prinsip Islam sehingga sah hukumnya. Berikut ini syarat-syarat dalam
perjanjian sewa-menyewa, yakni:
1. Disyaratkan pada Aqid (mujir dan mustajir) adalah baligh, berakal,
cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.*®
Syarat Agid dalam perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di Kos
graha putri nagoya telah dipenuhi jika mengenai baligh, berakal, cakap,

melakukan tashayaruf karena perjanjian ini dilakukan oleh mahasiswa

dan sepasang suami istri yang sehat jasmani dan rohani. Namun untuk

136 Sairi S.S0S dan Nurjanawati, Op.Cit
7 Rahchmad Syafe’i, Op.Cit. h. 178.
1% Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 117.
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saling meridhai dalam akad perjanjian ini tidak terjadi kesesuaian antara

meridahi diawal akad dan di akhir, karena para penyewa merasa keberatan

ketika diterapkan ketentuan yang tidak ada dalam akad awal, berikut ini

adalah rangkuman pernyataan dari hasil wawancara terhadap para

penyewa kos graha putri nagoya yang telah melakukan perpanjangan sewa

kos, adalah:

a)  Mereka tidak sependapat dengan penerapan ketentuan pengosongan
kamar kos sebelum jangka waktunya berakhir.

b)  Mereka tidak sependapat dengan besarnya uang panjar perpanjangan
sewa maupun Waktu pemberlannya yang terlalu cepat sebab tidak

ada, perjanjlan dlawal 3

| |
[ - ||

erJanJIan hkrw kedua befayw tidak terwujud

secara pe na pmak penyewa merasa- kebe Ibat ketentuan yang
T

) WKatan sebelumnya di dalam

akad awal. Sehingga perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di kos graha

diberlakukan oleh

putri nagoya syarat sebagai aqid tidak terpenuhi secara menyeluruh.
2. Disyaratkan pada Shighat (ijab kabul) adalah :
a. Akad (perjanjian) wajib dilaksanakan sebelum barang yang menjadi
objek sewa manfaatkan atau dipergunakan.
Persyaratan ini telah diterapkan dalam perjanjian sewa-menyewa
kos Graha putri nagoya dimana akad sewa-menyewa sebelum

pemakaian kos sebagai tempat tinggal sudah terjadi kesepakatan

3% \Wawancara dengan para penyewa kos, kos Graha Putri Nagoya, Sukarame, 18

Oktober 2018
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antara kedua belah pihak dengan pembayaran uang muka sebagai
tanda kesepakatan bersama bahwa telah terjadi perjanjian sewa
menyewa antara pemilik kos dengan penyewa dan pihak penyewa
mendapatkan bukti kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut.
b. ljab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yaitu antara
pemilik objek sewa dan penyewa. 4°
ljab kabul dalam perjanjian sewa-menyewa di kos graha putri
nagoya tidak disangkut pautkan dengan urusan lain. Dari hasil
wawancara para penyewa bahwa perjanjian sewa dilakukan karena
kebutuhan terhadap objek sewa bagi penyewa yakni rumah kos

karepa untuk melakukan akt|V|tas yang Jauh dari rumah seperti
I |

'ah para penye a memiutuhkan tem at
y 4
ngkan darl ;# melakukan p

sebagai usa em\k koS unti

al sementara.

lan sewa Kkaren

emperoleh pendapatan untuk
membantu memenuhi kegufﬁhan hidup.

c. Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah
seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

Akad sewa-menyewa di kos graha putri nagoya telah ditentukan
waktu sewanya yakni satu tahun sesuai dengan akad awal yang telah
disepakati bersama antara pemilik objek sewa dan penyewa.

d. Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad.

Maka akad ijarah tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak

149 Mardani., Op.Cit., h. 155
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berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau
batas waktu.'*

Sighat atau akad awal dengan pelaksanaannya terhadap sistem
perpanjangan sewa kos Graha Putri Nagoya kecamatan Sukarame
Bandar Lampung dimana akad awal perjanjian untuk jangka waktu
sewa adalah satu tahun, namun dalam penerapannya perpanjangan
dilakukan dua bulan sebelum masa sewa berakhir dengan uang muka
sebesar 30% dari harga pokok, tetapi bagi penyewa yang tidak
memperpanjang perjanjian sewa maka dua bulan sebelum jangka
waktu berakhir penyewa sudah q_.iharusKan mengosongkan kamar kos

meskipun "pada'pe__rj'énji-an awal masd Sewa adalah satu tahun dan tidak

perjanjian diawal mengepai besamya uanc
SeWANQS da”h’!iﬁkngep fengo

perpanjangan

n kamar kos dua

S,

Sehingga tidak ada kegéghaian mengenai akad dan penerapannya
tentang ketentuan ketentuan perpanjngan uang sewa dan ketentuan
pengosongan kamar kos sebelum jatuh tempo.

Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi di Kos graha putri nagoya jika

dilihat dari persyaratan Sighat, telah terpenuhi mengenai poin pertama (1)

sampai ketiga (3), namun terhadap poin keempat yakni “ Shighat,

disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad”, tidak terpenuhi

141 Ipid.,155.
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dalam perjanjian sewa-menyewa ini, oleh karena itu akad ijarah tidak sah

jika antara ijab kabul tidak berkesesuaian.

3. Maugud ‘alaih yakni barang atau benda yang disewakan. Disyaratkan

pada mauqud ‘alaih (benda yang disewakan) adalah:

a.

Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaanya.

Objek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah berupa rumah kos
yang memiliki manfaat dapat sebagai tempat tinggal sementara.
Barang yang menjadi objek perjanjian sewa harus diketahui jenis,
kadar dan sifatnya.

Karena objek dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah rumah kos

makfa.hyang' termasuk jenis b’,enda"rlnét"i yang memiliki kadar jelas dapat
= j | e v .< o | F--—""’" |

| e )

ihitung memiliki sifat teta

Objek dalam perjanjian séwa menyewa ini memiliki sifat kekal zatnya

atau bertahan lama sampai waktu perjanjian berakhir karena objek
dalam perjanjia ini adalah berupa bangunan.

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.'*

Manfaat dari objek sewa-menyewa ini masih sangguP dipenuhi

karena bangunan kos yang disewakan masih baik keadaannya dan

142 1hid. h. 247.
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manfaat dari objek sewa ini tidak melanggar prinsip syariah sebab
manfaatnya adalah sebagai tempat tinggal.

Objek yan menjadi objek sewa bisa diserah terimakan baik baik
benda maupun manfaatnya.**

Benda maupun manfaat dari objek sewa menyewa ini dapat diserah
terimakan karena objeknya nyata yang terletak di gg sejahtera 1
sukarame bandar lampung.

Diketahui jelas ukuran dan batas waktu ijarah oleh kedua belah pihak
agar terhindar dari peselisihan.

Ukuran dan batas __\_Naktunya dik_gtahui jelas oleh kedua belah pihak

karea, pihék pén))é'\/\ia---'- 'd-i-perbcjiéh'kan uﬁtu_[(o:_._ﬁ-%pbsevasi tempat kos

[

'|ur‘n sepakat ntuk Iakukan
gkén\ batas A

;

disepakati E\axbel kni dalam perjanjian sewa-
menyewa ini memiliki bétés waktu satu tahun.

Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang
tidak dilarang oleh agama (mutagawimmah).

Benda dari objek sewa-menyewa diperbolehkan oleh agama karena

jelas objeknya yaitu rumah kos dan manfaatnya jelas yakni sebagai

tempat tinggal sementara.

31hid., h.247
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h. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau
diwajibkan kepada mu’jir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji,
imamah sholat, azan dan igamah.***

Perjanjian sewa-menyewa (ljarah) ini berhubungan dengan sewa aset

atau properti, yakni memindahkan hak pakai dari aset atau properti

tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Mauqgud ‘alaih dalam sewa-mewa di kos graha putri nagoya adalah
berupa benda yang tidak dapat berpindah yakni rumah kos yang terdiri dari
24 kamar kos, dengan memiliki. kemanfaatan sebagai tempat tinggal
sementara dengan harga sewa Rp 7000 000 - untuk jangka waktu satu
tahun. Mauqud alazh dalam sewa—menyewa ini tldak dilarang oleh agama

IS benda dan anfaata nya Jelas tldq_k " ngan baginya.

Sehin syarat mauqu lalh M perjaﬂjlan [

menyeluruh. &’\

Ujrah adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).

dipenuhi secara

145

Disyaratkan pada ujrah (upah) adalah:

1) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan
memanfaatkannya (mal mutagawwim). Dalam hadis Nabi SAW
dijelaskan:

Artinya:  Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata:
“siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah

ia ketahui upahnya.”

144 Rozalinda, Op.Cit. 132.
145 Rahchmad Syafe’i, Op.Cit. h. 178.
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2) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya
sewa rumah imbalannya dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan
sawah imbalannya dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama
dengan riba.

Perjanjian ini termasuk sewa-menyewa (ljarah) yang
kaitannya dengan sewa aset atau properti, yakni mengalihkan hak
untuk menikmati manfaat dari aset atau properti tertentu kepada
orang lain dengan imbalam biaya sewa. Karena objek yang menjadi
sewa-menyewa adalah rumah kos sehingga upahnya berupa biaya
imbalan atas pem_akaian sewa kos tq\rsebut. Imbalan yang terjadi

untuk menyéWa kosWgfaha puffi nagoya adalah sebesar Rp
T | e v p =1 | F"_---M !

L |

@0607) untuk masa satu tahun. __Se_h‘iﬁgjéh_g lam perjanjian
j tidak digyarat J;& J diaka
3) Bisa me@g\at_ i

melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.**®

Seperti menempati rumah,

Manfaat dari perjanjian sewa-menyewa di kos graha putri
nagoya telah jelas yakni dapat menempati kos dengan imbalan Rp
7.000.000,- selama satu tahun

d. Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Objek dari perjanjian sewa-menyewa ini adalah rumah kos dan

rumah Kos merupakan salah satu benda tetap yang tidak berkurang

146 Mardani, Op.Cit. h. 154-155.
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nilainya sebab rumah kos bisa dipakai atau digunakan untuk
berulang-ulang atau bertahun-tahun.

e. Kelenturan (fexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. **’

Perjanjian sewa-menyewa di kos graha putri nagoya ini
menentukan upah sewanya diukur dari waktu yakni satu tahun dari
tempatnya yang jaraknya tidak jauh dari Universitas Islam Negeri
Lampung dan dengan memiliki ruangan kos yang lebih lebar dari kosan
pada uumumnya yang ada di sekitar Universitas Islam Negeri
Lampung dengan upah sebesar Rp 7 000. 000 -

Pembayaran Upah Sewa dalam Hukum IsIamMenurut imam Syafi’i
I ] |

'\hmad sesung hnya ia erhak dengap /_a sendiri. Jika
' mehy?erahkan 5 h‘g sta jir, ia berhak

menerima ba

(musta’jir) sudah menerima
kegunaan. Hak menerima upah bagi musta’jir adalah®® ketika
pekerjaan selesai dikerjakan, beralandaskan pada hadis yang

diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

s s Y
wlie G2 of 15 85T 2 gkt
Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR.

Ibnu Majah).™°

ke-2537

148 Hendi Suhendi, Op.Cit. h. 121.
149 Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Op.Cit, h. 398, hadis
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Upah dalam perjanjian sewa-menyewa ini adalah berupa
pembayaran atas manfaat yang diperoleh dari barang yang disewakan,
pembayaran tersebut telah di lunasi oleh pihak penyewa secara
menyeluruh diawal perjanjian bahkan sebelum memperoleh manfaat
pihak penyewa sudah membayarkan kewajibannya secara penuh
sehingga pihak penyewa berhak atas pemenuhan manfaat objek sewa-
menyewa secara menyeluruh namun hak dari penyewa tidak terpenuhi
secara menyeluruh akibat ketentuan yang diterapkan secara sepihak
oleh pemilik objek sewayakni pemilik kos.

Artinya salah satu pihak tidgk merplenuhi kewajiban yang telah
disepakati d.alahi'p_(;r'ik.a‘tén-atéﬁ 'Wa'npréstési karena tidak melakukan

| i
'|ban untuk egerahkan hak pemakalan

penuh sesuai

perjanllan a engan téorl sewa-menyewa

adalah meru - .i%ger' al balik (bilateral contract)
yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak
sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi. Didalam Al-Quran telah dijelaskan perintah agar memenubhi

janji, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Z & 2 5 P “ 5 2% o /f,f ¢
) Vstie ZOE gl 0] el 158515

%% Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh H. Igbal dan H. Mukhlis
BM, Op.Cit, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)
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Artinya:“dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta

pertanggungan jawabnya”.'*!

Perjanjian tersebut menimbulkan kerugian atau memberatkan salah
satu pihak sehingga terjadi protes dari pihak penyewa, mereka merasa
keberatan dengan ketentuan sepihak yang diterapkan oleh pemlik sewa
yakni, sebagai berikut:

a. Mereka tidak sependapat dengan uang panjar perpanjangan sewa
maupun waktu pemberiannya yang terlalu cepat sebab tidak ada
perjanjian diawal.

b. Mereka tldak sependapat dengan penerapan ketentuan pengosongan

kamar kos sebelum Jangka Waktunya berakhlr

‘-reberatan merekl terjadi karena praktlk' w yewa yang ada

tersebut hak pa@ Werpenuhl secara menyeluruh

sedangkan kewajibannya felah dipenuhi, sehingga terjadi ketidak
seimbangan sedangkan salah satu asas yang harus di terpakan dalam
perjanjian Islam adalah asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan
apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko,
sedangkan dalam praktik yang diterapkan di Kos graha putri nagoya tidak
ada keseimbangan antara kewajiban yang telah di penuhi dengan hak yang
diterima oleh penyewa sedangakan pemilik sewa telah memperoleh

haknya secara penuh namun tidak memberikan kewajibanya yakni

131 Departemen Agama, Op.Cit. h. 285.
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memberikan tempat sewa secara penuh kepada penyewa. Maka perjanjian
ini tidak diterapkan sesuai dengan asas kontrak islam, asas adalah sebuah
hukum dasar yang harus diterapkan dalam setiap perjanjian kontrak agar
perjanjian itu bisa memberikan kemaslahatan umat.

Ketentuan ini diterapkan dengan alasan sebagai salah satu strategi
penjualan supaya usaha sewa-menyewa kos tetap lancar, karena sekarang
ini telah banyak berdiri rumah-rumah kos sehingga untuk tetap menarik
konsumen pemilik kos menerapkan peraturan diatas®* dengan begitu
pemilik kos dengan cepat dapat memastikan siapa saja penyewa yang
memperpanjang perjanj|an sewa- menyewa dan siapa saja penyewa yang

mengakhiri perjanjlan sewas menyewa kos graha putri nagoya. Sehingga
| ] |

te_lah dlperoleh ata ma pemlllk ko _b_|s'
i Kos" \graha b atau
konsumen Ialn,w@isi penuh setiap tahunnya.

Jadi ketentuan yang diterapkan oleh pemilik kos graha putri nagoya

a menawarkan

ikannya kepada

tentang sistem perpanjangan sewa adalah tidak sah karena tidak sesuai
dengan;
a. Persyaratan sewa-menyewa dalam Islam, yaitu tentang;
1)  Syarat sebagai Agid dalam perjanjian sewa-menyewa ini tidak
memenuhi persyaratan saling meridhai, karena salah satu pihak
merasa keberatan akibat ketentuan yang diterapkan oleh pihak

yang lain dimana ketentuan itu tidak disebutkan didalam akad

152 gairi S. Sos dan Ibu Nurjanawati Op.Cit.
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awal. Yakni ketentuan tentang sistem perpanjangan sewa kos
graha putri nagoya.

2) Syarat sighat. Sighat disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya
majelis akad. Masa sewa kos dalam perjanjian awal adalah satu
tahun namun dalam praktiknya bagi penyewa yang tidak
memperpanjang perjanjian sewa maka dua bulan sebelum jangka
waktu berakhir penyewa sudah diharuskan untuk mengosongkan
kamar kos. Maka perjanjian ini tidak berkesesuaian antara akad
dan pelaksanaannya.**®

Dengan dem|k|an praktlk sewa-menyewa yang terjadi di

Sukarame Bandar Lampung jlka d|||hat dan ketentuan syaratnya

l

rdak terpenuh icara me yeluruh,_. r
Wa menye rumusan

menyatakagapanu axR\ers arata

lah satu unsur
1548 KUHPdt

a-menyewa adalah ketentuan

yang disepakati bers;rr{é untuk memungkinkan dan memperoleh
hak dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa oleh karena
itu akad yang dilakukan masing-masing pihak tidak sah menurut
ketentuan syarat perjanjian sewa-menyewa dalam hukum Islam ini
diperkuat dengan definisi syarat itu sendiri adalah sesuatu yang
tergolong padanya keberadaan hukum (syar’i) dan dia berada

diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum

153 Mardani, Loc.Cit.
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itu tidak ada.**Sehingga perjanjian atau akad ini tidak sahih karena

kemanfaatannya tidak tetap bagi penyewa tidak memenuhi

syaratnya menurut ulama Hanafiyah hukum ijarah rusak bila
kerusakan terjadi pada syaratnya.'*®

b. Dalam perjanjian tersebut salah satu pihak merasa dirugikan akibat

ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pemilik sewa, sedangkan telah

dijelaskan mengenai janji di dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’(17) ayat

34, yang berbunyi,

z C

P
Z £ - Z . =2 .77 4 = T4 o ’59"/

Artlnya “dan penuh|lah janjl Sesungguhnya janjl itu pasti diminta

ertal[lggungan Jawabnya” 159

dimiliki secarapenup

c. Tidak sesuai dengan asas perjanjian dalam Islam, yakni asas
keseimbangan, diamana antara hak dan kewajiban salah satu pihak
tidak seimbang akibat penerapan ketentuan sistem perpanjangan sewa

kos yang tidak disebutkan dalam akad awal.

154 Abdul Karim Zaidan, Op.Cit, h. 59
155 Rachmat Syafe’i, Op.Cit, h. 131
1% Departemen Agama, Loc.Cit.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang

perjanjian sepihak tentang sistem perpanjangan sewa-menyewa Kos graha putri

nagoya di Sukarame Bandar Lampung , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Sistem perpanjangan sewa-menyewa kos graha putri nagoya
berdasarkan pada perjanjian awal tidak menyebutkan jumlah besaran
persentase yang har_us dibayar d_gn WaKtu pengosongan kos, namun
dalam-’-\.prakt'iknyé bz;lgi ‘.p\é'nye'V\')é 'y'én'g |ng|n ‘memperpanjang sewa kos

I |
'|bkan membayar uan ii‘ra sebesar 30% jarghiarga pokok dan

A

b

kos diharuskan

mer‘el@ yan erpan jaﬁg S

mengosongka % ters lan sebelum jatuh tempo.

Ketentuan yang dlterapkar; oleh pemilik kos graha putri nagoya tentang
sistem perpanjangan sewa belum sesuai menurut hukum Islam
khususnya pada akad perjanjiannya dimana ketentuan tentang jumlah
persentase dan waktu pengosongan kamar kos yang tidak disebutkan
diawal perjanjian. Tinjauan hukum Islam tentang sistem perpanjangan
sewa-menyewa kos Graha Putri Nagoya adalah menyalahi hukum
Islam mengingat syarat akadnya tidak dipenuhi sebagai syarat akad
dalam hukum Islam maka hukumnya tidak boleh. Sesuai dengan

analisis uraian pada alenia sebelumnya perjanjian ini belum sesuai



90

dengan hukum Islam karena dalam masalah Aqid belum memenuhi
persyaratan saling meridhai sebab salah satu pihak merasa keberatan
sedangkan dalam sisi Shigat tidak ada akad sebelumnya sedangkan
pelaksanaan di lapangan terdapat ketentuan tentang persentase
pembayaran dan waktu pembayaran uang muka serta waktu
pengosongan kamar kos.
B. Saran
Berlandaskan praktik yang ada di lapangan maka bisa disimpulkan bahwa
Perjanjian sepihak tentang perpanjangan sewa kos sebelum jatuh tempo di rumah
kos graha putri nagoya kecamatan Sukarame Bandar Lampung hukumnya adalah

tidak boleh, Oleh, karena |tu dlperlukan beberapa saran yaltu

I |
snya akad aw. lam perjanjian sewa Ny 0s Graha Putri
sesUaW dengaé pﬁng dllakukan para pihak yang

melakukan perj

ukan bagi Pengelola Rumah
Kos Graha Putri Nagoya daﬁ bagi seluruh Pengelola Rumah Kos Bandar
Lampung.

2. Seharusnya para Penyewa dan Pengelola memahami tentang akad sewa-
menyewa dan memahami tentang syarat-syarat akad dalam hukum Islam
dan harus dibuktikan dengan bukti tertulis hal ini untuk menghindari

perselisihan di kemudian hari.
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